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MOTTO 

 

يَ ُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُ وْا كُوْنُ وْا قَ وَّامِيَْْ بِِلْقِ   اِنْ  وَالَْْقْ رَبِيَْْن  الْوَالِدَيْنِ  اَو سْطِ شُهَدَاۤءَ لِِلِٰٓ وَلَوْ عَلآى انَْ فُسِكُمْ يٰآ
رًا اَوْ  غَنِيًّا يَّكُنْ   بِاَ انَ كَ   الِلَٰٓ  فاَِنَّ  تُ عْرِضُوْا اَوْ  لْواات َ  وَاِنْ  وْان تَ عْدِلُ  اَنْ  الْْوَآى تَ تَّبِعُوا فَلَ  بِِِمَا   اَوْلٓ  فاَلِلُٰٓ  فَقِي ْ

رًا تَ عْمَلُوْنَ   خَبِي ْ
 

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi 

karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau 

kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih 

layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu 

karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) 

atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap 

segala apa yang kamu kerjakan. 

 

Qs. An-Nisa: 135 
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PEDOMAN TRANLITERASI 

 

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak 

terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing 

ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi 

khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi 

sebagai acuan penulisan karya ilmiah. 

A. KONSONAN 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat 

pada halaman berikut: 

Arab Indonesia Arab Indonesia 

 t ط ` أ

 z ظ b ب

 ‘ ع t ت

 gh غ th ث

 f ف j ج

 q ق ḥ ح

 k ك kh خ

 l ل d د

 m م dh ذ

 n ن r ر
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 w و z ز

 h ه s س

 ‘ ء sh ش

 y ي ṣ ص

   ḍ ض

 

Hamzah ( ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apa pun. Jika hamzah ( ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 

(’). 

B. VOKAL 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang 

lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fatḥah A A اَ 

 Kasrah I I اَ 

 Ḍammah U U اَ 
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fatḥah dan ya Ai A dan I اَيْ 

 Fatḥah dan wau Iu A dan U اَوْ 

 

Contoh :  

 haula : هٰوْلَ  ,kaifa : كَىْفَ 

C. MADDAH 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

 Fatḥah dan alif atau ya ā A dan garis diatas 

 Kasrah dan ya ī I dan garis diatas 

 Ḍammah dan wau ū U dan garis diatas 
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Contoh : 

تَ ما َ  : māta, م ى  yamūtu : ي مُوْتَُ ,qīla : قيِْلَ  ,rāma : ر 

D. TA MARBŪṬAH 

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau 

mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 

adalah [h].  

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh: 

  

 

 

 

E. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydīd (َـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh: 

بَّن ا يْن ا ,rabbanā : ر  قَ  ,najjainā : ن جَّ جَ  ,al-ḥaq : الح  مَ  ,al-ḥajj : الح   ,nu’ima : نعُ ِ

ي زَُ ,aduwwu‘ : ع دوَُ   mumayyiz : مُم 
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Jika huruf ى ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

berharkat kasrah (ِـ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh: 

بِىَ  ,Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : ع لِىَ   Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : ع ر 

F. KATA SANDANG 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل ا  (alif 

lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis 

mendatar (-). Contohnya: 

ل ةالزََّ ,al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الشَّمْسَُ لْز   : al-zalzalah (bukan az-zalzalah), 

 al-bilādu : البلِا دَُ ,al-falsafah : الف لْس ف ة

G. HAMZAH 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:  

مُرُوْنت أ  : ta’murūna, َُالنَّوء : al-nau’, َُالش يْء : syai’un, َُأمِرْت : umirtu 
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H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM 

BAHASA INDONESIA 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur’ān), sunnah, hadis, khusus 

dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks 

Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fī ẓilāl al-Qur’ān, Al-Sunnah qabl al-tadwīn, Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafẓ lā 

bi khuṣūṣ al-sabab, Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār Fil Islam. 

I. LAFẒ AL-JALĀLAH (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. Contoh: 

اللهََِدِيْنَُ     : dīnullāh 

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-

jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

ةَِ حْم  اللهََِهُمَْفِيَْر    : hum fī raḥmatillāh  
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J. HURUF KAPITAL 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), 

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang 

berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf 

awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan 

kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis 

dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 

sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang 

tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku 

untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik 

ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan 

DR). Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl, Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażī bi 

Bakkata mubārakan, Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān, Naṣīr al-

Dīn al-Ṭūs, Abū Naṣr al-Farābī, Al-Gazālī, Al-Munqiż min al-Ḍalāl, Lā Ḍarar 

Wa Lā Ḍirār Fil Islam. 
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ABSTRAK 

Cahya Fitri Annisa, NIM. 200201110135, 2024, ANALISIS PUTUSAN HAKIM 

DALAM MENJATUHKAN HAK ASUH ANAK YANG MASIH 

DIBAWAH UMUR KEPADA AYAH PERSPEKTIF MAṢLAḤAH AL-

THUFI (STUDI PUTUSAN NOMOR 2018/PDT.G/2023/PA.KAB.MLG). 

Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah, Universitas 

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Jamilah, M.A., 

Kata Kunci: Putusan Hakim, Hak Asuh Anak, Maṣlaḥah Al-Thufi 

Hak asuh anak atau dalam Islam disebut juga dengan ḥaḍānah merupakan upaya 

merawat, memelihara, mendidik, dan mencukupi kebutuhan anak dari segala aspek. 

Pada pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa hak asuh anak yang 

masih dibawah umur 12 tahun merupakan hak ibunya, akan tetapi jika ia sudah berusia 

12 tahun lebih maka sang anak dapat memilih untuk ikut bersama ibu atau ayahnya. 

Akan tetapi pada Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg Majelis Hakim 

memberikan hak asuh anak yang masih dibawah umur kepada ayahnya.  

Berdasarkan masalah tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan tujuan 

untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan 

kasus hak asuh anak pada Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg dan 

melakukan analisis pertimbangan Majelis Hakim tersebut menggunakan teori 

Maṣlaḥah Al-Thufi. 

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan 

kasus. Bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan 

ialah dengan pendekatan kasus pada Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg. 

adapun teknik analisis data menggunakan beberapa tahapan yakni editing, classifying, 

verifying, analyzing, dan concluding. 

Dari hasil penelitian, didapatkan kesimpulan bahwa Pada Putsan Nomor 

2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg Majelis Hakim menggunakan pertimbangan the best 

interest of the child yakni mengutamakan kepentingan anak, dan juga Majelis Hakim 

tidak hanya berpatokan pada Hukum normatif akan tetapi juga memperhatikan aspek 

lainnya seperti orang yang akan mengasuh anak tersebut. Kemudian jika dibandingkan 

terkait maslahah yang akan didapatkan oleh sang anak jika ia diasuh oleh ayah atau 

ibunya, maka sang anak medapatkan maslahat yang lebih banyak jika diberikan kepada 

ayahnya, yang mana sesuai dengan maslahah Al-Thufi yang ke empat yakni 

kemaslahatan merupakan dalil syara’ yang paling kuat. Sedangkan jika dilihat dari 

perspektif Maṣlaḥah Al-Thufi yang memprioritaskan akal dalam maṣlaḥah nya, 

Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg mendatangkan sebuah maṣlaḥah atau 

manfaat karena jika hak asuh anak diberikan kepada ibunya yang memiliki moral 

kurang baik, maka dikhawatirkan akan memberikan dampak yang kurang baik juga 

kepada anaknya. 



xxii 
 

ABSTRACT 

Cahya Fitri Annisa, NIM. 200201110135, 2024, ANALYSIS OF JUDGES 

DECISION IN TERMINATING CUSTODY RIGHTS OF A MINOR 

CHILDREN TO THE FATHER FROM MAṢLAḤAH AL-THUFI’S 

PERSPECTIVEَ (Study Of Decision Number 

2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg). Thesis. Islamic Family Law Department. 

Sharia Faculty. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Supervisor: Dr. Jamilah, MA. 

Keywords: Judges Decision, Custody Rights, Maṣlaḥah Al-Thufi. 

 

Custody rights or in Islam also called ḥaḍānah is an effort to care for, maintain, 

educate, and fulfill the child’s needs from all aspects. Article 105 of the Compilation 

of The Islamic Law (KHI) explains that the right to custody of a child under the age of 

12 is the mother’s right, but if the child is over 12 years old, the child can choose to 

stay with the mother or father. But in decision Number 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg 

the panel of judges give custody of the minor child to the father.  

Based on this problem, researchers conducted research intending to find out the 

legal basis used by judges in resolving child custody cases in decision Number 

2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg. and analyzing the considerations of the panel of judges 

using theory maṣlaḥah Al-Thufi. 

This research is normative research using a case approach. The legal materials 

used in this research are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary 

legal materials. The legal material collection technique used is the case approach in 

decision Number 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg. the data analysis technique uses 

several stages which are editing, classifying, verifying, analyzing, and concluding. 

From the research results, it was concluded that in decision Number 

2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg. the panel of judges used the consideration of the best 

interest of the child, prioritizing the interest of the child, and also the panel of judges 

did not only rely on normative law but also paid attention to other aspects such as the 

person who will care for the child. Then, if we compare the maslahah that the child will 

get if he is raised by his father or mother, then the child will get more benefit if he is 

given to his father, which is in accordance with Al-Thufi's fourth maslahah, namely 

that benefit is a syara' argument that most powerful. Meanwhile, if seen from the 

perspective of maṣlaḥah Al-Thufi who prioritizes reason in his maṣlaḥah, decision 

Number 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg brings a maṣlaḥah or a benefit because if 

custody of a child is given to a mother who has less than good morals, it is feared that 

it will also have a bad impact on the child. 
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 ملخصَالبحث

َنَحقوقَليلَقراراتَالقضاةَفيَإعلا.َتح٢٠٢٤َ،٢٠٠٢٠١١١٠١٣٥تجحياَفطريَالنّسأ,َ
َ َالقصرحضانة َنظَللأب الأطفال َوجهة َمصلحةمن َ)دراسةَر َيهقضَالطوفي

(2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg             . 
كَليةََبرنامجَ،أطروحةَ  ميةَالحكوميةَجامعةَالاسلاَالشريعة،قسمَالاحوالَالشحصية،

َ:َجميلةَالماجستير.مالانغ,َالمشرفةمولانَمالكَإبرهيمَ

َمصلحةَالطوفي.َالكلماتَالمفتاحية:َقرارَالقاضي،َحضانةَالطفل، 
َ

طفلَوَصيانته,َحضانةَالأطفالَأوَفيَالايلامَتسميَأيضاَالحضانةَهيَجهدَلرعايةَال
َالإسلاميةَالشريعةَمنَمجمع١٠٥ََيعَالجوانب.َتوضحَالمادةوَتعليمهَوَتلبيةَاحتياجاتهَمنَجم

(KHI)َكَانَولَهيَمنَحقَالأم،َأنَحضانةَالطفلَالذيَيقلَعمرهَعنَاثنيَعشرَعاما كنَاذا
َوَلكن،َوَالأب.أالسكنَمعَالأمَفيمكنَللطفلَاختيارََأكثرَمنَاثنيَعشرَعاما،عمرَالطفلَ
القصرََنحةَهيئةَالقضاةَإعطأَحضانةَالطفلمPdt.G/2023/PA.Kab.Mlgَ/2018فيَقرارَرقمَ

َللأب.
َالقان  َالأساس َمعرفة َبهدف َبحثا َالباحث َأجرى َالمشكلة َهذه َعلي َالذيَوبنأ وني

َرقمَ َالقرار َالأطفالفي َحضانة َقضايا َحل َفي َالقضاة يستحدمه
2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlgََصلحةَموَتحليلَاعتباراتَهيئةَالقضاةَبااستحدامَنظرية

ََالطوفي.
َالبحثَهوَبحثَمعياريَبااستحدامَنهجَالحالة.َالموادَالقانونية المستخدمةَهيََهذا

وبَجمعَالموادَانونيةَالثالثة.َإنَأسلوالموادَالقَية,َوَالموادَالقانونيةَالثانوية،الموادَالقانونيةَالأول
حدمَتست Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg/2018القانونيةَالمستخدمَهوَنهجَالحالةَفيَالقرارَرقمَ

َ.ليلَوالإستنتاجتقنيةَتحليلَالبياناتَبحطواتَزَهيَالتحريرَوَااتصنيفَوَالتحققَوَالتح
 Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg/2018فيَالقرارَرقمََوَمنَنتائجَالبحثَخلصَإليَأنه

،َأيَإعطأَالأولويةَلمصالحَالطفل،َوكَذالكَاستخدامَفريقَالقضاةَمراعةَالمصالحَالفضليَللطفل
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َهيئة َتعتمد َبجوانبَأخريَمثلََلم َاهتمتَايضا َبل َالمعياريَفحسب، َالقانون َعلي القضاة
َأبيهَعندَنشأَإذاَالطفلَعليهاَيحصلَالتيَالمصلحةَقارناَإذاَثم الشخصَالذيَسيعتنيَباالطفل.

َللثوفيَالرابعةَللمصلحةَموافقَوهذاَلأبيه،َأعطيَإذاَأكبرَفائدةَعلىَيحصلَالطفلَفإنَأمه،َأو
وَفيَالقتَنفسه،َإذاَنظرناَمنَوجهةَنظرَمصلحةََ.الأقوىَالشريعةَاقتراحَيهَالفائدةَأنَوهي

رقمَالطوفيَالذيَيق فإنَالقرارَ العقلَفيَمصلحتهَ، يجلبPdt.G/2023/PA.Kab.Mlgََ/2018دمَ
مصلحةَأوَفائدةَلأنهَإذاَتمَتسليمَحضانةَالطفلَإليَالأمَوَمنكَانَأقلَمنَالأخلاقَالحميدة،َ

َأثرَشيئَإليَالطفلَأيضا.فيخشيَأنَيكونَلذلكَ
ََََََ
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Hak asuh anak merupakan sebuah kewajiban bagi setiap orangtua yang 

memiliki anak. Setelah menikah orangtua berkewajiban untuk mengasuh 

anaknya dengan baik dan memenuhi seluruh kebutuhan anaknya dari segala 

aspek. Termasuk ketika orangtua sudah bercerai, mengasuh anak tetaplah 

menjadi kewajiban antara ayah dan ibu tersebut karena hubungan suami istri 

dapatlah terputus karena sebuah perceraian, akan tetapi hubungan anak dengan 

orangtuanya tidak akan pernah bisa terputus.1 

Semua pasangan yang melaksanakan perkawinan, tentunya ingin 

memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Akan tetapi, banyak 

nya problematika didalam rumah tangga akan mengakibatkan perpecahan 

antara pihak suami dan istri jika keduanya tidak dapat mengatasinya dengan 

baik, sehingga pernikahan tersebut harus berujung pada sebuah perceraian. 

perceraian merupakan pembubaran akad nikah secara lisan2 juga merupakan hal 

                                                           
1 Wulan Permata Sari, Hak Asuh Anak Dibawah Umur Akibat Perceraian, Journal Of Legal Studies, 

1.1 (2023) 
2 Jamilah, Women And Formal Divorce In Contemporary Indonesia: Gender And Agency In Muslim 

Women’s Reasons For Divorce And Decision-Making Processes” (Juli 2023). 

https://repository.ubn.ru.nl/handle/2066/298211  



2 
 

 

yang diperbolehkan, akan tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT.,3 karena hal 

tersebut menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak. Sebuah pernikahan 

yang berujung dengan perceraian akan menimbulkan perbuatan hukum yang 

harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak.4 

Setelah berakhirnya sebuah perkawinan akibat putusan pengadilan, tidak 

jarang muncul masalah baru antara mantan suami dan mantan istri seperti 

sengketa harta bersama, dan sengketa hak asuh anak. Selain itu muncul 

beberapa akibat hukum lainnya yakni hak dan kewajiban yang harus dilakukan 

oleh mantan suami seperti pemberian nafkah ‘iddah, nafkah mut’ah, nafkah 

maḍhiyah (jika ada), maskan, kiswah dan lain sebagainya.5 Terlebih jika dari 

pernikahan tersebut sudah dikaruniai keturunan yang masih belum cukup umur, 

maka terdapat kewajiban pemeliharaan anak atau yang biasa disebut dengan 

ḥaḍānah.6  

Akibat dari perceraian orang tua, seorang anak dapat terkena dampak 

yang besar karena anak-anak membutuhkan kedua orang tuanya dalam masa 

pertumbuhannya. Lingkungan dan kondisi rumah yang seharusnya nyaman 

                                                           
3 Lili Hidayati, “Fenomena Tingginya Angka Perceraian Di Indonesia Antara Pandemi dan Solusi”, 

Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam, 3.1 (2021). 

https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v3i1.56. 
4 Arifin Abdullah and Siti Nursyafiqah Binti Ismail, ‘Faktor-Faktor Gugurnya Hak Hadhanah Kepada 

Ibu (Analisis Enakmen Keluarga Islam Pulau Pinang No. 5 Tahun 2004 Ditinjau Menurut Kajian 

Fiqh)’, El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga, 1.1 (2019), 75. https://doi.org/10.22373/ujhk.v1i1.5565. 
5 Amaliatus Sholikhah and Jamilah J, ‘Judge’s Consideration of Post-Divorce Rights (‘Iddah and 

Mut’ah) from The Perspective of Maslahah Mursalah’, Sakina: Journal of Family Studies, 7.1 (2023), 

111–23. https://doi.org/10.18860/jfs.v7i2.3780. 112 
6 Nandang Ihwanudin, ‘Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama’, Adliya: 

Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, 10.1 (2019), 51–68. https://doi.org/10.15575/adliya.v10i1.5146. 
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bersama kedua orang tua dan kerjasama antara orang tuanya akan membuat 

anak tersebut tumbuh dengan baik dan senang. Sehingga apabila anak tersebut 

hanya tinggal dengan salah satu dari orang tuanya maka akan ada dampak 

negatif bagi sang anak seperti kurangnya sosok ayah sehingga anak tersebut 

kehilangan peran pengasuhan dari kedua orangtuanya. Akibat dari hilangnya 

peran pengasuhan tersebut sang anak akan terhambat pertumbuhannya dan 

cenderung memiliki kelakuan yang kurang baik.7 

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tepatnya pada 

pasal 45 menjelaskan bahwa kedua orang tua berkewajiban untuk mendidik dan 

memelihara anaknya dengan sebaik baiknya yang mana kewajiban tersebut 

berlaku sampai anaknya mencapai masa perkawinan atau sampai anak tersebut 

dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri meskipun perkawinan antara 

kedua orang tuanya telah putus.8 Dalam Undang Undang Perkawinan lebih 

berpihak kepada aspek material terhadap kepentingan masa depan anak, 

sehingga kepentingan anak merupakan diatas segala-galanya. Sedangkan 

pengasuhan anak dalam aspek material dan nonmaterial diperjelas didalam 

Kompilasi Hukum Islam (KHI).9 

                                                           
7 Uswatun Hasanah, ‘Pengaaruh Perceraian Orangtua Bagi Psikologis Anak’, Agenda: Jurnal Analisis 

Gender dan Agama, 2.1 (2020), 18 https://doi.org/10.31958/agenda.v2i1.1983. 
8 Nunung Rodliyah, “Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan”, Keadilan Progresif, Vol. 5, No.1 (2014). 

https://core.ac.uk/download/pdf/295241505.pdf 
9 Supardi Mursalin, ‘Hak Hadhanah Setelah Perceraian’, Mizani, 25.2 (2015). 
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KHI menjelaskan terkait ḥaḍānah, pada pasal 156 dijelaskan bahwa hak 

asuh anak yang belum mumayyiz atau dibawah umur jatuh kepada ibunya, dan 

anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan ḥaḍānah dari 

ayah atau ibunya. Kemudian pada pasal 105 juga menentukan pemeliharaan 

anak pada dua keadaan. Pertama, jika sang anak berumur kurang dari 12 tahun 

(belum mumayyiz) maka hak pemeliharaan anak tersebut ada pada ibunya. 

Kedua, jika sang anak telah berumur lebih dari 12 tahun (sudah mumayyiz) 

maka anak tersebut berhak memilih untuk diasuh dengan ayah atau ibunya.10  

Pada kenyataannya, sengketa hak asuh anak masih sangat banyak terjadi 

setelah adanya perceraian antara suami dan istri. Dimana hal tersebut 

membutuhkan penyelesaian agar tidak merugikan anak dan orang tuanya. 

Didalam KHI Pasal 105 dijelaskan bahwa pengasuhan anak yang berumur 

kurang dari 12 tahun jatuh kepada ibunya, dan ketika ia sudah berumur lebih 

dari 12 tahun maka ia diberikan pilihan dengan siapa ia akan diasuh. Akan tetapi 

berbeda halnya pada putusan yang peneliti temukan dalam kasus sengketa hak 

asuh anak dengan nomor putusan 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg Pengadilan 

Agama Kabupaten Malang yang mana dalam putusan tersebut ditetapkan 

bahwa hak asuh anak dibawah umur diberikan kepada sang ayah. Sehingga hal 

tersebut tidak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh KHI bahwa seharusnya 

                                                           
10 Muhammad Hidayat and Tri Leli Rahmawati Isyaq Maulidan, ‘Hukum Hadhanah Anak Akibat 

Perceraian’, Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum, 2.5 (2021), 540–52 

https://doi.org/10.15642/mal.v2i5.110. 



5 
 

 

hak asuh anak tersebut jatuh kepada ibunya dikarenakan ia masih dibawah 

umur. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pasal 105 KHI tidak memiliki 

hukum yang mengikat sehingga pada kenyatannya hakim dapat memutus suatu 

perkara berdasarkan dengan sebab-sebab yang sesuai dengan maslahatnya dan 

sebab aturan lain yang dianggap lebih penting.11 Sehingga dalam hal ini peneliti 

berkeinginan untuk mengkaji lebih dalam apa faktor-faktor yang menyebabkan 

hak asuh anak tersebut diberikan kepada ayah nya.  

Melalui putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab Mlg tersebut, 

menunjukkan bahwa terdapat kemaslahatan yang hendak dicapai oleh 

Pengadilan Agama. Untuk mengetahui kebenaran dan kemaslahatan dari 

sebuah putusan tersebut, maka dalam penelitian ini digunakan teori maṣlaḥah 

milik Najamuddin Al-Thufi yang mana maṣlaḥah milik Al-Thufi ini dianggap 

kontroversial karena teori maṣlaḥah nya yang berbeda dengan ‘Ulama’ lain 

dimana Al-Thufi menempatkan akal lebih tinggi dibandingkan dengan naṣ.12 

Al-Thufi berpendapat bahwa segala ajaran yang diturunkan oleh Allah Swt. dan 

sunnah Rasulullah Saw. merupakan hal yang didalamnya terdapat 

kemaslahatan bagi manusia sehingga dalam persoalan kehidupan manusia 

                                                           
11 Naswa Atiyatul, Erfaniah Zuhriah, “Pandangan Hakim Terkait Pengasuhan Anak (Joint Custody) 

Pasca Cerai Gugat Ditinjau UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”, Sakina: Journal 

Of Family Studies, 7.1 (2023). Hal. 148. https://doi.org/10.18860/jfs.v7i2.3153 
12 Muhammad Roy Purwanto, ‘Kritik Terhadap Konsep Maslahah Najm Ad-Din At-TufI’, Madania 

19.1 (2015). 
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kemaslahatan merupakan sebuah hal yang dijadikan pertimbangan.13 Prinsip 

maṣlaḥah Al-Thufi tersebut hanya berlaku dalam ruang lingkup muamalah 

yang mana hak asuh anak termasuk kedalam lingkup muamalah. Sehingga 

maṣlaḥah Al-Thufi dapat dijadikan teori analisis terhadap putusan hakim yang 

menjatuhkan hak asuh anak dibawah umur kepada ayahnya pasca perceraian 

orangtuanya.  

Dari latar belakang yang sudah terpapar diatas, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Putusan Hakim Dalam 

Menjatuhkan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayah Pasca Perceraian 

Perspektif Maṣlaḥah Al-Thufi (Studi Putusan Nomor 

2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg). 

B. Batasan Masalah  

Sesuai dengan judul penelitian: Analisis Putusan Hakim Dalam 

Menjatuhkan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayah Pasca Perceraian 

Perspektif Maṣlaḥah Al-Thufi (Studi Putusan Nomor 

2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg) yang mana penelitian ini hanya berfokus 

kepada hak asuh anak dibawah umur dalam hukum positif dan hukum islam dan 

apa pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak dibawah umur pada 

                                                           
13 Yuyun Tri Fatimah, Masa Tunggu Laki-Laki Pasca Perceraian Perspekif Maslahah Ath-Thufi. 

(Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023). http://repository.uin-

malang.ac.id/14537/3/14537.pdf 
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Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg yang kemudian ditinjau 

menggunakan maṣlaḥah Al-Thufi. 

C. Rumusan Masalah 

Bagaimana analisis pertimbangan hakim terhadap penetapan hak asuh anak 

dibawah umur kepada ayah pasca perceraian pada Putusan Nomor 

2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg perspektif maṣlaḥah Al Thufi ? 

D. Tujuan Penelitian 

Untuk menganalisa pertimbangan hakim terhadap hak asuh anak dibawah umur 

kepada ayah pasca perceraian jika ditinjau menggunakan maṣlaḥah Al-Thufi 

pada Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penulis berharap agar penelitian dapat bermanfaat dan menjadi 

sumbangsih pemikiran dari penulis guna meningkatkan perkembangan ilmu 

pengetahuan khususnya dibidang hukum perdata dan hukum terkait hak 

asuh anak pasca perceraian khususnya anak dibawah umur kepada ayahnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

 Sebagai tambahan ilmu dan wawasan dikemudian hari khusus 

nya terkait hak asuh anak dibawah umur dan juga dapat digunakan oleh 

peneliti untuk memberikan sedikit pemahaman terkait hak asuh anak. 
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b. Bagi Civitas Akademika 

 Dapat menjadi data awal bagi yang ingin melakukan penelitian 

terkait hak asuh anak khusus nya anak dibawah umur dan juga dapat 

menjadi tambahan wawasan dibidang hak asuh anak khusus nya dalam 

bidang hukum keluarga.  

c. Bagi Masyarakat 

Dapat menjadi sumbangsih pemikiran dan ilmu pengetahuan bagi 

masyarakat yang berkaitan dengan hak asuh anak, juga agar menjadi 

pelajaran bagi masyarakat agar nantinya anak tidak menjadi korban atas 

kesalahan orang tuanya dan selalu memperjuangkan hak-hak anak 

dalam kehidupannya. 

F. Definisi Operasional 

Agar penelitian ini dapat dipahami dengan baik dan mudah maka 

diperlukan adanya definisi operasional. Definisi operasional berisikan beberapa 

penjelasan tentang kata kunci atau istilah yang berkaitan dengan judul 

penelitian. Pada penelitian ini didapat beberapa peristilahan atau kata sehingga 

harus dijabarkan agar tidak menjadi kabur makna. Beberapa istilah tersebut 

yakni : 

1. Ḥaḍānah  

Ḥaḍānah merupakan pengasuhan anak sejak ia lahir sampai ia dapat 

memenuhi kebutuhannya dengan mandiri. Para Jumhur ‘Ulama sepakat 

bahwa pengasuhan anak merupakan hal yang wajib, begitupun didalam Al-
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Qur’an juga dijelaskan bahwa pengasuhan anak wajib hukumnya bagi orang 

tuanya. Pengasuhan tersebut meliputi nafkah, pendidikan, tempat tinggal, 

pakaian, makan dan minumnya, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan 

kebutuhan pokok anak tersebut.14 

2. Maṣlaḥah Al-Thufi  

Maṣlaḥah Al-Thufi merupakan sebuah teori maṣlaḥah dari seorang 

‘Ulama Ushul Fiqh bernama Najamuddin Al-Thufi yang menempatkan akal 

diatas naṣ dalam menentukan hukum dalam ruang lingkup muamalah dan 

adat.15 

G. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yakni penelitian hukum 

kepustakaan (Library Research) karena penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan literatur baik berupa buku, jurnal, dokumen yang berkaitan, 

undang-undang, maupun putusan hakim.16 

 Penelitian ini juga merupakan penelitian deskriptif. Dimana penulis 

berusaha menjabarkan secara rinci dan sistematis terkait dengan fakta yang 

                                                           
14 Ramdan Fawzi, ‘Hak Hadhanah Dalam Perceraian Karena Pindah Agama Perspektif Hukum Islam’, 

Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam), 1.2 (2018) https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i2.4106. 
15 Roy Purwanto, “Kritik Terhadap Konsep Mashlahah Najm Ad-Dîn At-Tûfi”, Madania, 29. 
16 Suhaimi, “Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif”, Jurnal Yustitia, 

Vol. 19, No. 2 Desember (2018) 
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ada dan dikaji dengan teori yang berhubungan dengan bahasan pada 

penelitian.17 

2. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kasus (case approach).18 Karena dalam penelitian ini akan membahas 

tentang kesesuaian antara sebuah kasus dengan perundang-undangan serta 

membandingkan dengan aturan Hukum Islam yang ada. Pada penelitian ini 

peneliti menelaah dan mendalami sebuah objek yakni putusan hakim 

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor 

2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg dengan menganalisis apa alasan hukum 

yang digunakan oleh hakim didalam putusan tersebut sehingga menetapkan 

putusan tersebut. 

3. Bahan Hukum 

Penelitian ini menggunakan jenis bahan hukum sekunder yang terdiri 

dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 

a. Bahan Primer 

Penelitian ini menggunakan beberapa bahan hukum yang 

memiliki sifat autoritatif atau mempunyai otoritas, dan juga 

                                                           
17 Nursapia Harahap, “Penelitian Kualitatif”, cet.1 (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020) 
18 Muri Yusuf, “Metode Penelitian : Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan”, cet. 

4 (Jakarta: Kencana, 2014), 339. 



11 
 

 

merupakan sebuah hasil tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh 

pihak berwenang.19 

1. Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg Pengadilan 

Agama Kabupaten Malang 

2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

(Pasal 41, pasal 45, dan pasal 49) 

3. Kompilasi Hukum Islam (Pasal 105) 

b. Bahan Sekunder 

Bahan Bahan sekunder ialah bahan hukum berupa buku yang 

terkait dengan hak asuh anak seperti dalam buku yang berjudul 

Fikih Sunnah karya Sayyid Sabiq, Fikih Empat Madhab karya 

Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, kemudian buku yang membahas 

tentang maṣlaḥah Al-Thufi yang berjudul Dekonstruksi Teori 

Hukum Islam: Kritik Terhadap Konsep Maṣlaḥah Najmuddin Al-

Thufi karya Dr. Muhammad Roy Purwanto, kemudian Al-Maṣlaḥah 

Fi Tasyri’ Al-Islami karya Muhammad Yusri, dan juga buku dengan 

judul Dekonstruksi Sumber Hukum Islam: Pemikiran Hukum Najm 

Ad-Din Thufi, karya Abdallah M. Al-Husain Al-Amiri. Selanjutnya 

jurnal, karya ilmiah, kitab, dokumen yang berkaitan dengan 

ḥaḍānah anak dibawah umur pasca perceraian dan maṣlaḥah Al-

                                                           
19 Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, cet.11, (Jakarta: Kencana, 2019), 181  
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Thufi. Juga Al-Qur’an untuk membantu pengkajian dalam 

penelitian ini.  

c. Bahan Tersier 

Bahan tersier merupakan bahan yang menjadi pelengkap, 

petunjuk atau penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder yang 

memperluas pengetahuan hukum seperti website. 

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum  

Metode pengumpulan bahan hukum, merupakan hal yang sangat 

penting karena hal tersebut akan menentukan baik atau tidaknya sebuah 

penelitian. Pengumpulan bahan hukum yang baik ialah yang sesuai dengan 

pendekatan yang dilakukan oleh peneliti agar bahan yang didapatkan sesuai 

dengan permasalahan yang diteliti. Metode pengumpulan bahan hukum 

yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 

a. Pendekatan Kasus  

Dalam pendekatan kasus peneliti mengumpulkan bahan hukum 

berupa Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 

2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg. 

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum  

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpulkan, langkah 

selanjutnya adalah analisis data. Supaya tidak timbul suatu kesalahan dalam 

penelitian dan agar memudahkan dalam pemahaman sehingga didapatkan 
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sebuah kesimpulan dalam sebuah penelitian yang dilakukan.20 Metode 

pengolahan dan analisis data yang dilakukan ialah : 

a. Editing  

Tahap ini merupakan tahap pertama dimana peneliti memilah 

dan memilih bahan yang sudah dikumpulkan yakni bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setelah 

memilih bahan hukum peneliti kemudian merangkum mana saja 

yang memiliki hubungan dengan pertimbangan dalam putusan 

hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 

2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg yang berkaitan dengan penetapan 

ḥaḍānah anak dibawah umur kepada sang ayah pasca perceraian. 

b. Classifying 

Classifying atau pengklasifikasian merupakan tahap dimana 

setelah semua bahan hukum terkumpul dilakukan pengelompokan 

dan digolongkan sesuai kebutuhan. Hal ini merupakan sebuah 

proses agar data yang sudah didapatkan mudah untuk dipahami dan 

dibaca sehingga dapat memberikan informasi yang jelas dan 

objektif sesuai dengan kebutuhan peneliti. Bahan bahan tersebut 

seperti kajian teori terkait dengan putusan hakim Nomor 

                                                           
20 Suyitno, “Metode Penelitian Kualitatif : Konsep, Prinsip dan Operasionalnya”, (akademia pustaka: 

Tulungagung, 2018). 60 
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2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg tentang penetapan hak asuh anak 

dibawah umur kepada ayahnya pasca perceraian.  

c. Verifying  

Verifikasi merupakan sebuah tahap dimana peneliti 

memverifikasi dan melihat data apakah data-data yang dikumpulkan 

sudah benar dan valid. 

d. Analyzing  

Setelah data-data yang dikumpulkan sudah valid, maka 

langkah selanjutnya peneliti akan melakukan analisis terhadap data-

data yang telah didapatkan menggunakan maṣlaḥah Al-Thufi. 

e. Concluding  

Concluding atau kesimpulan merupakan langkah terakhir 

didalam proses pengolahan data. Bagian ini merupakan ringkasan 

atau kesimpulan dari langkah-langkah yang sudah dilakukan 

sebelumnya, dimana kesimpulan inilah yang menjadi sebuah data 

akhir dalam penelitian dari proses pengolahan data yang 

sebelumnya. Dalam bagian ini juga berisi ringkasan dari kajian teori 

dan juga jawaban atas rumusan masalah yang terdapat pada 

penelitian yang dilakukan. 21 

                                                           
21 Abdul Rahman, Ni Made wirastika, Fitriani dkk, “Metode Penelitian Ilmu Sosial”, (Bandung : 

Widhina Bakti Persada Bandung, 2022) 226-227. 
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H. Penelitian Terdahulu 

Sebelum melakukan penelitian terkait masalah yang dibahas, peneliti 

mengetahui bahwa terdapat banyak penelitian lain yang mengkaji terkait 

masalah ḥaḍānah atau hak asuh anak. Maka dari itu peneliti perlu menyajikan 

beberapa data terkait penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai 

pembanding, pelengkap khazanah keilmuan terkait ḥaḍānah, dan juga sebagai 

referensi dalam penyusunan karya ilmiah ini. Peneliti akan mencoba menelaah 

beberapa penelitian terdahulu yang mana penelitian tersebut berkaitan dengan 

pembahasan yang diteliti. Diantaranya sebagai berikut :  

Pertama, skripsi dari peneliti Fawzia Hidayatul Ulya dengan judul 

“Penguasaan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Bapak (Studi Putusan 

Pengadilan Agama Demak Nomor 0830/Pdt.G/2019/PA.Dmk.)”. Dalam 

penelitian tersebut yang menjadi objek penelitiannya adalah hak asuh anak 

dibawah umur yang jatuh kepada ayah nya, dan juga untuk mengetahui analisis 

hukum terhadap pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 

0830/Pdt.G/2019/PA.Dmk. Penelitian ini masuk kedalam penelitian empiris 

dengan studi kepustakaan (Library Research).  

Didalam penelitian tersebut dijelaskan mengapa hak asuh anak yang 

masih dibawah umur kepada bapaknya. Pada skripsi tersebut dijelaskan bahwa 

hak asuh anak yang masih dibawah umur pada Putusan Nomor 

0830/Pdt.G/2019/PA.Dmk diberikan kepada bapaknya karena sang ibu 

mengalami gangguan kejiwaan yakni depresi sehingga sang ibu tidak 
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memenuhi syarat untuk mengasuh anak dan juga demi kepentingan dan 

kemaslahatan sang anak. Kemudian dalam analisis hukumnya, peneliti 

menjelaskan bahwa terkait hak asuh anak terjadi perbedaan antara hukum Islam 

yang menekankan bahwa hak asuh anak yang masih dibawah umur ialah hak 

ibunya dengan Putusan Nomor 0830/Pdt.G/2019/PA.Dmk yang menjatuhkan 

hak asuh anak yang dibawah umur kepada ayahnya. Akan tetapi karena sang 

ibu mengalami depresi sehingga tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan 

hak asuh anak.  

Skripsi ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan yang penulis 

lakukan. Persamaannya ialah sama-sama membahas terkait hak asuh anak 

dibawah umur kepada ayah dan juga sama-sama menggunakan pendekatan 

kasus. Sedangkan perbedaannya ialah skripsi tersebut merupakan penelitian 

empiris, dan juga menggunakan maṣlaḥah mursalah sebagai pisau analisanya 

sedangkan peneliti menggunakan maṣlaḥah Al-Thufi.22 

Kedua, skripsi dari Fuja Suweno dengan judul “Pengalihan Hak Asuh 

Anak Di Bawah Umur Kepada Ayahnya Akibat Perceraian (Analisis Putusan 

Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/Ms-Bna)”.23 

Skripsi tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan 

                                                           
22 Fawzia Hidayatul Ulya, “Penguasaan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Bapak (Studi 

Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 0830/Pdt.G/2019/PA.Dmk.)”(Skripsi Universitas Islam 

Negeri Walisongo, Semarang 2020). https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/22422 
23 Fuja Suweno, “Pengalihan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Ayahnya Akibat Perceraian 

(Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/Ms-Bna)”(Skripsi 

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh 2021). https://repository.ar-

raniry.ac.id/id/eprint/17450  
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normatif dan menggunakan studi kasus (Case Approach). Pada penelitian 

tersebut menjelaskan terkait pertimbangan hakim Mahkamah Syar’iyah dalam 

putusannya yang memberikan hak asuh anak yang masih dibawah umur kepada 

ayahnya yang kemudian ditijau melalui Hukum Islam.  

Didalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa terdapat beberapa 

pertimbangan yakni bahwa sang ibu telah memberikan contoh yang tidak baik 

karna telah meninggalkan anaknya sejak umur 2,5 tahun, kemudian sang ibu 

yang tidak pernah datang menemui anaknya, dan juga karna sang ibu tidak 

pernah datang ke persidangan sehingga dianggap mengakui dan tidak 

membantah dalil-dalil gugatan, maka hakim menjatuhkan hak asuh anak 

tersebut kepada ayahnya. Kemudian dari skripsi tersebut juga dijelaskan bahwa 

dalam tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang hak asuh anak yang masih 

dibawah umur merupakan hak ibunya, akan tetapi jika terdapat suatu hal 

tertentu yang menyebabkan pihak ibu tidak memenuhi syarat untuk 

mendapatkan hak asuh, maka hak asuh dapat juga diberikan kepada ayahnya. 

Dalam skripsi tersebut terdapat persamaan pada yang penulis lakukan 

yakni sama sama membahas putusan terkait hak asuh anak yang masih dibawah 

umur dan juga sama sama merupakan penelitian normatif dengan menggunakan 

pendekatan case approach. Adapun perbedaan skripsi tersebut dengan yang 

penulis lakukan ialah skripsi tersebut menggunakan Hukum Islam dalam 

menganalisa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hak asuh anak yang 

masih dibawah umur sedangkan penulis menganalisa pertimbangan hakim 
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dalam putusannya menjatuhkan hak asuh anak dibawah umur kepada ayahnya 

menggunakan maṣlaḥah Al-Thufi. 

Ketiga, skripsi dari Anas Roniyadi yang berjudul “Penetapan Hak 

Ḥaḍānah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Yang Beda Agama 

(Studi Perkara Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg)”.24 penelitian tersebut 

menggunakan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus 

(case approach). Penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui dasar hukum 

hakim dalam menjatuhkan ḥaḍānah anak yang belum mumayyiz yang 

kemudian dianalisis menggunakan perspektif fikih dan hukum positif. 

Dari hasil penelitian tersebut dijelaskan bahwa pertimbangan hakim 

dalam menjatuhkan ḥaḍānah anak yang belum mumayyiz kepada ayahnya yang 

berbeda agama adalah sang anak sudah tinggal bersama ayah nya dan selama 

tinggal bersama ayahnya, kemudian sang ibu pernah melakukan kekerasan 

terhadap anak nya, sang ayah mampu menjamin segala kebutuhan anaknya dan, 

dan juga sang anak lebih menunjukkan sikap manjanya kepada ayahnya 

dibanding kepada ibunya. Sehingga dalam putusan tersebut majelis hakim 

mengedepankan kepentingan bagi sang anak dengan memberikan hak ḥaḍānah 

kepada ayah nya. 

                                                           
24 Anas Roniyadi, “Penetapan Hak Hadhanah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Yang 

Beda Agama (Studi Perkara Nomor 1494/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg)”(Skripsi Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020). http://etheses.uin-malang.ac.id/21115/ 
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Persamaan dari skripsi tersebut dengan yang penulis lakukan ialah sama 

sama membahas terkait ḥaḍānah anak yang belum mumayyiz atau dibawah 

umur dalam sebuah putusan pengadilan, dan juga sama-sama termasuk kedalam 

penelitian normatif dengan pendekatan studi kasus (case approach). Sedangkan 

perbedaan dengan yang penulis lakukan ialah skripsi tersebut membahas 

ḥaḍānah anak yang belum mumayyiz kepada ayah yang berbeda agama 

sedangkan yang penulis bahas ialah ḥaḍānah anak dibawah umur kepada ayah 

kandung yang beragama Islam. Kemudian skripsi tersebut menggunakan 

hukum positif yakni Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia untuk menganalisa pertimbangan hakim dan perpektif 4 madhab, 

sedangkan penulis menggunakan maṣlaḥah Al Thufi sebagai pisau analisisnya.  

Keempat, skripsi milik Ahmad Azhar Ramadhan dengan judul 

“Dissenting Opinion Pada Perkara Hak Pemeliharaan Anak Yang Belum 

Mumayyiz : Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor : 

158/Pdt.G/2021/PTA.JK.25 Skripsi tersebut masuk kedalam penelitian normatif 

dengan pendekatan analisis konten. Penelitian tersebut dilakukan untuk 

mengetahui apa yang menjadi dasar dari masing masing hakim anggota Majelis 

Hakim sehingga terjadi dissenting opinion, kemudian untuk mengetahui 

                                                           
25Ahmad Azhar Ramadhan, ”Dissenting Opinion Pada Perkara Hak Pemeliharaan Anak Yang Belum 

Mumayyiz : Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor : 158/Pdt.G/2021/PTA.JK” 

(Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), 

https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/70134 
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tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap Putusan Nomor: 

158/Pdt.G/2021/PTA.JK.  

Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa terjadinya dissenting 

opinion bisa saja disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya ialah adanya 

perbedaan dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim. Hakim Anggota 

I mempertimbangkan bahwa hak ḥaḍānah anak yang belum mumayyiz tersebut 

diberikan kepada ayah dengan mengutamakan maslahat sang anak. Kemudian 

Hakim Anggota II memberikan pertimbangan bahwa kepastian hukum dan 

keadilan formil adalah yang lebih utama sehingga hak ḥaḍānah diberikan 

kepada ibu. Dalam hukum Islam dan hukum positif sama-sama mengedepankan 

kepentingan dan kemaslahatan anak dibanding kepentingan orang tuanya. 

Terdapat kesamaan dalam skripsi tersebut dengan yang penulis lakukan 

yakni sama sama membahas terkait ḥaḍānah anak yang belum mumayyiz atau 

dibawah umur dan sama-sama termasuk kedalam penelitian normatif. 

Kemudian perbedaannya ialah skripsi tersebut menganalisa terkait dasar hukum 

pertimbangan hakim pada dissenting opinion.  

Kelima, skripsi dari Ahmad Ziyan Fikri dengan judul “Hak Asuh Anak 

(Ḥaḍānah) Di Bawah Umur Setelah Terjadinya Putusan Perceraian Di 

Pengadilan Agama Jakarta Barat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum  
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Positif (Studi Putusan Nomor 679/Pdt.G/2022/PA.JB).26 skripsi tersebut 

termasuk dalam penelitian empiris dengan pendekatan studi kasus (case 

approach). Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui apa pandangan dan 

pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak dalam putusan Nomor 

679/Pdt.G/2022/PA.JB dan juga meninjau hak asuh anak setelah perceraian 

dalam pespektif Hukum Islam dan Hukum Positif pada putusan Nomor 

679/Pdt.G/2022/PA.JB. 

Dari putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 

679/Pdt.G/2022/PA.JB bahwa dalam pertimbangan hakim menyatakan bahwa 

dasar hakim dalam menjatuhkan hak asuh anak terletak pada kepentingan dan 

kemaslahatan sang anak, kemudian siapa yang lebih bertanggungjawab, dan 

juga tidak terlepas dari Undang-Undang dan juga dasar Hukum yang digunakan 

dalam menjatuhkan hak asuh anak menggunakan Undang-Undang yang sudah 

ditetapkan dan juga melihat kondisi pada persidangan beserta bukti-bukti yang 

dihadirkan. Kemudian hak asuh anak dalam hukum Islam tercantum dalam Al-

Qur’an surah Al-Baqarah ayat 233, sedangkan dalam hukum positif, hak asuh 

anak terdapat pada Undang-Undang perkawinan Pasal 41, Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26, dan juga KHI 

yang membahas lebih rinci terkait hak asuh anak. 

                                                           
26 Ahmad Ziyan Fikri, “Hak Asuh Anak (Ḥaḍānah) Di Bawah Umur Setelah Terjadinya Putusan 

Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Barat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif 

(Studi Putusan Nomor 679/Pdt.G/2022/PA.JB)”(Skripsi Universitas Nahdatul Ulama Indonesia, 

Jakarta, 2023), http://repository.unusia.ac.id/id/eprint/150  
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Persamaan dari yang penulis lakukan ialah sama-sama membahas terkait 

hak asuh anak yang masih dibawah umur. Sedangkan perbedaannya adalah 

skripsi tersebut merupakan penelitian empiris, dan juga meninjau hak asuh anak 

melalui hukum Islam dan hukum positif sedangkan peneliti menganalisa 

putusan terkait hak asuh anak yang masih dibawah umur menggunakan 

perspektif maṣlaḥah Al-Thufi. 

Tabel 1. Penelitian Terdahulu 

No Nama  

Peneliti 

Judul 

Penelitian 

Persamaan Perbedaan 

1. 
Fawzia 

Hidayatul 

Ulya (2020) 

Penguasaan Hak 

Asuh Anak Di 

Bawah Umur 

Kepada Bapak 

(Studi Putusan 

Pengadilan 

Agama Demak 

Nomor 

0830/Pdt.G/201

9/Pa.Dmk.) 

Sama-sama 

membahas 

tentang hak asuh 

anak dibawah 

umur kepada 

ayah, sama sama 

menggunakan 

pendekatan 

kasus 

Menggunakan 

metode 

penelitian 

empiris, skripsi 

tersebut 

menggunakan 

maṣlaḥah 

mursalah 

sedangkan 

penulis 

menggunakan 

maṣlaḥah Al-

Thufi. 

2. 
Fuja 

Suweno 

(2020) 

Pengalihan Hak 

Asuh Anak Di 

Bawah Umur 

Kepada 

Ayahnya Akibat 

Perceraian 

(Analisis 

Putusan 

Mahkamah 

Syar’iyah Banda 

Aceh Nomor 

0200/Pdt.G/201

5/Ms-Bna) 

Sama-sama 

membahas 

putusan terkait 

hak asuh anak 

yang masih 

dibawah umur 

dan sama sama 

penelitian 

normatif dengan 

menggunakan 

pendekatan case 

approach.  

skripsi tersebut 

menggunakan 

hukum Islam 

dalam 

menganalisa 

pertimbangan 

Hakim 

sedangkan 

penulis 

menggunakan 

maṣlaḥah Al-

Thufi  
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3. 
Anas 

Roniyadi 

(2020) 

Penetapan Hak 

Ḥaḍānah Bagi 

Anak Yang 

Belum 

Mumayyiz 

Kepada Ayah 

Yang Beda 

Agama (Studi 

Perkara Nomor 

1494/Pdt.G/201

8/PA.Kab.Mlg) 

ialah sama-sama 

membahas 

terkait ḥaḍānah 

anak yang 

belum mumayyiz 

atau dibawah 

umur dalam 

sebuah putusan 

pengadilan, dan 

juga sama-sama 

termasuk 

kedalam 

penelitian 

normatif dengan 

pendekatan studi 

kasus (case 

approach) 

skripsi tersebut 

membahas 

ḥaḍānah anak 

yang belum 

mumayyiz 

kepada ayah 

yang berbeda 

agama, 

menggunakan 

hukum positif 

yakni Undang 

Undang Nomor 

39 Tahun 1999 

tentang Hak 

Asasi Manusia 

dan dan 

perspektif 4 

madhab untuk 

menganalisa 

pertimbangan 

hakim  

4. 
Ahmad 

Azhar 

Ramadhan 

(2023) 

Dissenting 

Opinion Pada 

Perkara Hak 

Pemeliharaan 

Anak Yang 

Belum 

Mumayyiz : 

Analisis Putusan 

Pengadilan 

Tinggi Agama 

Jakarta Nomor : 

158/Pdt.G/2021/

PTA.JK 

sama sama 

membahas 

terkait ḥaḍānah 

anak yang 

belum 

mumayyiz, atau 

dibawah umur, 

sama-sama 

termasuk 

penelitian 

normatif dengan 

pendekatan studi 

kasus.  

Latar belakang 

dari putusan 

yang digunakan 

berbeda yakni 

dissenting 

opinion Anggota 

hakim. 

5. 
Ahmad 

Ziyan Fikri 

(2023) 

Hak Asuh Anak 

(Hadhanah) Di 

Bawah Umur 

Setelah 

Terjadinya 

Putusan 

Perceraian Di 

Pengadilan 

sama sama 

membahas 

terkait hak asuh 

anak yang masih 

dibawah umur  

Merupakan 

penelitian 

empiris, latar 

belakang 

putusan yang 

berbeda, 

perspektif 
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Agama Jakarta 

Barat Dalam 

Perspektif 

Hukum Islam 

Dan Hukum 

Positif (Studi 

Putusan Nomor 

679/Pdt.G/2022/

PA.JB) 

penelitian 

berbeda 

 

 Dari beberapa penelitian terdahulu diatas dapat diketahui bahwa sudah 

banyak penelitian yang dilakukan terkait ḥaḍānah anak yang belum mumayyiz 

atau dibawah umur, akan tetapi belum ada penelitian terkait ḥaḍānah anak 

dibawah umur kepada ayahnya pasca perceraian jika ditinjau dari maṣlaḥah Al-

Thufi, sehingga penelitian ini sangat layak untuk dilakukan.  

I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dibutuhkan agar sebuah karya ilmiah dapat 

tertata dengan sistematis dan terstruktur juga pembaca dapat lebih mudah dalam 

memahaminya. Dalam penelitian ini terdapat empat sistematika pembahasan 

yakni :  

BAB I : Pendahuluan 

Bab pertama ini diawali dengan latar belakang yang didalamnya 

menjelaskan terkait masalah yang akan dibahas dan juga objek yang akan 

diteliti serta bagaimana alasan penulis melakukan penelitian ini. Setelah itu 

terdapat juga batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
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penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan yang terakhir ialah 

sistematika pembahasan.  

BAB II : Tinjauan Pustaka 

Bab ini membahas terkait konsep atau gambaran terkait objek yang akan 

diteliti dan juga landasan teori yang akan digunakan dalam penelitian untuk 

mengkaji dan menganalisa permasalah yang dibahas. Terdiri dari pengertian 

ḥaḍānah, ḥaḍānah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif, dan juga Maṣlaḥah 

Al-Thufi. 

BAB III : Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

Dalam bab ini dijelaskan terkait duduk perkara putusan Nomor 

2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg, selanjutnya membahas dasar hukum 

pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam putusan ḥaḍānah anak 

dibawah umur kepada ayah nya dalam putusan 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg, 

kemudian analisa terhadap putusan ḥaḍānah anak dibawah umur pada putusan  

2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg perspektif maṣlaḥah Al Thufi. 

BAB IV : Kesimpulan Dan Saran 

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan atau hasil dari 

penelitian yang dilakukan atas rumusan masalah yang terdapat pada bab I. Bab 

ini juga berisi usulan atau anjuran kepada masyarakat ataupun kepada peneliti 

selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan pembahasan ḥaḍānah anak
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Konsep Ḥaḍānah Dalam Perspektif Fikih  

1. Pengertian Ḥaḍānah  

Kata ḥaḍānah berasal dari kata ( ضناح -يحضن  - حضن ) yang artinya ialah 

memelihara mengurus, merawat, mendidik, mengatur, memenuhi segala 

kebutuhan anak yang belum cukup umur atau mumayyiz. Ḥaḍānah juga 

berasal dari kata حضنا الشئ yang artinya sesuatu yang ada di samping. Juga 

kalimat حضن الطائر بيضه yang artinya burung yang mengayomi telurnya 

dibawah sayap nya yang mana hal tersebut sama dengan seorang ibu yang 

merawat anaknya. Anak-anak yang belum mumayyiz atau orang yang 

kurang sehat akalnya berhak untuk mendapatkan hak pengasuhan. Hak 

pengasuhan tersebut meliputi nafkah, sandang, pangan, tempat tinggal yang 

layak, pendidikan secara jasmani, rohani, sampai spiritualnya.  

Menurut ahli fikih, pengertian dari ḥaḍānah yakni sebuah aktifitas 

untuk merawat anak yang masih kecil (belum mumayyiz) baik laki-laki 

maupun perempuan. Menjaga mereka dari segala sesuatu yang tidak baik, 

memenuhi segala kebutuhannya, sampai mereka mampu untuk memenuhi 
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kebutuhannya secara mandiri dan dapat memikul tanggung jawabnya.27 

Para ‘Ulama ’ berpendapat terkait pengertian ḥaḍānah, diantaranya : 

a. Fukaha Hanifah mengungkapkan bahwa ḥaḍānah ialah usaha untuk 

mendidik anak yang mana dilakukan oleh orang yang memiliki hak untuk 

mengasuhnya. 

b. ‘Ulama ’ Syafi’iyah berpendapat bahwa ḥaḍānah ialah merawat orang yang 

tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri demi kemaslahatannya dan 

menjaganya dari sesuatu yang membahayakannya. 

c. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa ḥaḍānah merupakan sebuah sikap 

pemeliharaan seorang anak kecil baik laki-laki maupun perempuan, ataupun 

seseorang yang kurang akal, yang belum bisa membedakan mana yang baik 

dan mana yang buruk bagi dirinya sendiri.28 

Berdasarkan dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan 

bahwa ḥaḍānah ialah pemeliharaan anak kecil atau yang belum mumayyiz 

ataupun seseorang yang kurang sehat akalnya yang didalamnya terdapat 

kasih sayang, penjagaan, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhannya dari 

segala aspek sampai ia dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri. 

 

                                                           
27 Sayyid sabiq, “Fikih Sunnah”, (Cakrawala Publishing : Jakarta, 2009), 138. 

https://archive.org/details/fikih-sunnah-oleh-sayyid-

sabiq/Fikih%20Sunnah%204%20by%20Sayyid%20Sabiq/ 
28 Achmad Muhajir, ‘Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan 

Rumah)’, SAP (Susunan Artikel Pendidikan), 2.2 (2017). https://doi.org/10.30998/sap.v2i2.2089. 
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2. Dasar Hukum Ḥaḍānah  

Didalam Islam, ḥaḍānah hukumnya fardhu kifayah sama dengan hal 

nya kewajiban untuk memberinya nafkah karena anak yang tidak dirawat 

akan terancam keselamatannya karena dengan melalaikan ḥaḍānah maka 

akan mendekatkannya kepada bahaya dan mudharat.29 Ḥaḍānah 

merupakan hak atas orang memelihara dan yang dipelihara. Maka dari itu 

sang ibu boleh dipaksa untuk melakukan hal tersebut apalagi jika tidak ada 

orang lain yang sanggup merawatnya. Kewajiban dalam ḥaḍānah merujuk 

pada firman Allah SWT pada QS. Al-Baqarah ayat 233 :  

تَ  ل د َٰ عْنَ َو ٱلْو َٰ وْل يَْ َأ وْل َٰد ه نَ َي  رْض  ام ل يَْ ََح  وْل ودَ َع ل ىوَ َََ ٱلر ض اع ةَ َي ت مَ َأ نَأ ر ادَ َل م نََََْ ك  َل ه ۥَٱلْم 

اَإ لا ََسَ ن  فََْت ك ل فَ َلا َََ ب ٱلْم عْر وفَ َو ك سْو ت  ه نَ َر زْق  ه نَ  ََت ض آرَ َلا َََ و سْع ه 
 
ة  ل د  اَو َٰ َم وْل ودَ َو لا ََب و ل د ه 

ثْلَ َٱلْو ار ثَ َو ع ل ىَََ ب و ل د ه ۦَل ه ۥ ل كَ َم  اَت  ر اضَ َع نَف ص الًاََأ ر اد اَف إ نَََْۗذ َٰ ن ْه م  َج ن احَ َف لا ََاو رَ و ت شَ َمّ 

ع وٓاَ َأ نَأ ر دتمََُْو إ نََََْۗع ل يْه م ا ت مَآَمَ َس ل مْت مَإ ذ اَك مَْع ل يََْج ن احَ َف لا ََك مَْأ وْل َٰدَ َت سْت  رْض  َََۗب ٱلْم عْر وفَ َء ات  ي ْ
لَ َبِ  اَٱللّ َ َأ نَ َو ٱعْل م وٓاَ َٱللّ َ َو ٱت  ق واَ  يرَ َونَ ت  عْم  ب ص   

Artinya:  

  Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, 

yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah 

memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. 

Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. 

Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan 

seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. 

Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan 

                                                           
29 Ibrahim Maulana Syahid Nur, Tutik Hamidah, and Tulus Setiyono, ‘Pola Pengasuhan Anak Usia 

Dasar Pasca Perceraian dalam Perspektif Islam’.Al Asasiyya:Journal Basic Of Education (AJBE), 7.1 

(2022).3.  
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keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan 

jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa 

bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. 

Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha 

Melihat apa yang kamu kerjakan. (Qs. Al Baqarah : 233) 30 

 

 Selanjutnya, kewajiban terhadap ḥaḍānah juga terdapat pada Qs. At-

Tahrim : 6 yang berbunyi :  

 

ٓ ي َُ َو الحْ ج ار ة َعَ ه اَال ذ يْن َاَٰم ن  وْاَق  وْٓاَا نْ ف س ك مَْو ا هْل يَْياَٰ راًَو ق  وْد ه اَالن اس  اد َلا َك مَْنا  د  ظ َش  ك ة َغ لا  ىِٕ
ٰۤ
َل ي ْه اَم لَٰ

م آَا م ر ه مَْو ي  فْع ل وْن َم اَي  ؤْمَ   َ ر وْنَ ي  عْص وْن َاللَّّٰ  

Artinya :  

 Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari 

api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya 

adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka 

kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu 

mengerjakan apa yang diperintahkan.31 

   Kemudian dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud , Rasulullah 

SAW bersabda : 

َعَ  َالْأ وْز اع ي َح د ث ني  َع مْر وَي  عْني  ث  ن اَالْو ل يد َع نَْأ بِ  ث  ن اَمَ ْم ود َبْن َخ ال د َالسُل م يَُح د  مْر وَبْن َح د 

َ َاللّ  َإ ن َابْني  َر س ول  َع نَْأ ب يه َع نَْج دّ ه َع بْد َاللّ  َبْن َع مْر وَأ ن َامْر أ ةًَق ال تَْيا  كَ ان َش ع يْب  ا ه ذ 

                                                           
30 Qs. Al-Baqarah (2):233 
31 Qs. At-Tahrim (6):66 
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َ ت ز ع ه َم نيّ  َو أ ر اد َأ نَْي  ن ْ ه َط ل ق ني  و اءًَو إ ن َأ با  جْر يَل ه َح  ق اءًَو ح  َل ه َو ع اءًَو ث دْي يَل ه َس  َب طْني  َف  ق ال 

ي قَُب ه َم اَلم َْت  نْك ح  َأ ح  ع ل يْه َو س ل م َأ نْت  َاللّ  َص ل ىَاللّ َ  ود()رواحَابوَداَلَ  اَر س ول   

  

 

Artinya:  

  Telah menceritakan kepada kami Mahmuud bin Khaalid As-Sulamiy, 

Telah menceritakan kepada kami Al-Waliid, dari Abu ‘Amru – yaitu Al-

Auza’iy, Telah menceritakan kepadaku ‘Amru bin Syu’aib, dari ayahnya, 

dari kakeknya ‘Abdullah bin ‘Amru: Bahwasannya ada seorang wanita 

berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah 

tempatnya, dan puting susuku adalah tempat minumnya, dan pangkuanku 

adalah rumahnya; sedangkan ayahnya telah menceraikanku dan ingin 

memisahkanya dariku”. Lalu Kemudian Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa 

sallam berkata kepadanya: “Engkau lebih berhak terhadapnya selama 

engkau belum menikah” (HR. Abu Dawud).32 

 

3. Syarat – Syarat Bagi Yang Melakukan Ḥaḍānah (Hadhin) 

Hadhin merupakan orang yang berhak atau orang yang melakukan 

pemeliharaan terhadap anak yang belum mumayyiz. Kewajiban hadhin 

ialah mengantarkan anak-anaknya sampai ia dewasa dengan cara 

memberikan pendidikan, ilmu pengetahuan formal dan non formal unuk 

bekal mereka di masa dewasa.33 Dalam pemberian hak ḥaḍānah tidak 

sembarang orang yang dapat melakukannya karena sifat seorang pengasuh 

akan sangat berpengaruh terhadap sifat dan perilaku sang anak. Terdapat 

beberapa syarat yang harus dimiliki oleh hadhin agar dapat melaksanakan 

kewajibannya dalam ḥaḍānah. Syarat-syarat tersebut yakni sebagai berikut: 

                                                           
32 Arifin, Faktor-Faktor Gugurnya Hak Ḥaḍanah Kepada Ibu.80 
33 Anton Afrizal Candra, ‘Upaya Perlindungan Anak terhadap Perkara Hadhanah’, Jurnal HAM, 13.2 

(2022), 187. https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.187-198. 
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a. Baligh  

Orang yang akan melakukan ḥaḍānah haruslah sudah baligh karena 

seseorang yang sudah baligh dianggap sudah mampu untuk memenuhi 

kebutuhannya, sehingga ia akan mampu memenuhi kebutuhan anak yang 

diasuhnya. 

b. Berakal  

Orang yang akan melakukan pengasuhan haruslah berakal sehat. 

Orang yang idiot dan tidak berakal tidak boleh menjadi hadhin karena ia 

akan membutuhkan orang lain untuk mengurus dan memenuhi kebutuhan 

mereka, Sehingga tidak akan mampu untuk menjadi hadhin. 

c. Mampu mendidik dan mengurus 

Hak ḥaḍānah tidak dapat diberikan kepada orang yang tidak mampu 

untuk mendidik dan mengurus anak asuh nya kelak. Dalam hal 

ketidakmampuan tersebut tidak terdapat faktor tertentu. Karena 

ketidakmampuan tersebut disebabkan karena faktor usia yang sudah tua 

atau karena faktor kesehatan yang kurang baik, bahkan dapat juga berasal 

dari tuntutan pekerjaan yang akan menyebabkan terabaikannya kewajiban 

dalam ḥaḍānah.  

d. Amanah  

Orang yang melakukan pengasuhan haruslah amanah, yang dimaksud 

amanah dalam hal ini yakni hadhin dapat menjaga anak tersebut dari hal hal 

yang dapat merusak kesehatan, mental, perilaku, dan juga agamanya. 



32 
 

 

Sehingga orang yang tidak amanah dan tidak dapat menjaga anak tersebut 

tidak boleh mendapatkan hak ḥaḍānah. Seorang yang fasik, jika 

kefasikannya tersebut menyebabkan ia tidak bisa mengasuh karena 

dikhawatirkan akan mengajarkan hal yang tidak baik bagi sang anak, maka 

tidak diperbolehkan mengasuh, akan tetapi jika kefasikannya tersebut tidak 

menghalanginya untuk mengasuh anak, maka ia diperbolehkan untuk 

mendapatkan hak mengasuh. 

e. Beragama Islam 

Anak-anak muslim tidak boleh diasuh oleh orang yang tidak 

beragama Islam, karena jika anak yang beragama Islam diasuh oleh 

pengasuh yang tidak beragama Islam, dikhawatirkan ia akan mengajarkan 

hal yang kurang baik, dan menjadikan sang anak jauh dari agamanya, dan 

Allah swt tidak membenarkan orang mukmin berada dibawah perwalian 

orang kafir.  

f. Belum menikah 

Apabila sang ibu telah menikah dengan orang asing, maka ia tidak 

mendapatkan hak asuh sang anak atau hak asuhnya gugur. Akan tetapi jika 

sang ibu menikah dengan seseorang yang masih memiliki pertalian dengan 

keluarganya maka hak asuh nya tidak digugurkan dari sang ibu. 

g. Merdeka 

Dalam hal pengasuhan anak, merdeka merupakan salah satu syarat 

yang harus terpenuhi, hal tersebut karena biasanya seorang hamba sahaya 
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akan disibukkan dengan tugas-tugas dari tuannya, sehingga ia memiliki 

waktu yang terbatas untuk mengasuh anak asuhnya.34 

h. Sehat badannya 

Seseorang yang badannya kurang sehat tidak akan bisa mengasuh 

anak asuhnya, sehingga dikhawatirkan malah akan membahayakan anak 

yang asuhnya tersebut.35 

4. Masa Ḥaḍānah  

Sejak anak masih didalam kandungan masa pengasuhan anak sudah 

dimulai, dimana orang tua harus mempersiapkan lingkungan dan suasana 

yang baik didalam keluarga. Tidak ada batasan tertentu didalam 

pengasuhan anak, hanya saja yang menjadi tolak ukur dalam masalah 

pengasuhan ialah usia mumayyiz dan kemampuan sang anak untuk mandiri 

dan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Jika sang anak sudah mencapai 

usia mumayyiz dan dapat melakukan kebutuhannya sendiri tanpa 

membutuhkan bantuan ataupun perawatan dari seorang perempuan maka 

masa pengasuhannya telah dianggap berakhir.36 

Terdapat perselisihan para ahli fikih terkait dengan batas umur 

pengasuhan atau usia tamyiz. Sebagian menetapkan usia tamyiz ialah usia 7 

                                                           
34 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Ibid. 144-147 
35 Anas Roniyadi, “Penetapan Hak Hadhanah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Yang 

Beda Agama (Studi Perkara Nomor : 1494/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg)”, Skripsi Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2020).  
36 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Ibid.150. 
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tahun dan sebagian lagi menetapkan usia 9 tahun. Madzhab Hanafi 

berpendapat bahwa masa pengasuhan anak ialah sampai ia dapat melakukan 

kebutuhannya sendiri secara mandiri. Batas usia untuk anak laki-laki 

sebagian berpendapat sampai ia berumur 7 tahun dan sebagian sampai 11 

tahun, sedangkan bagi anak perempuan sebagian berpendapat sampai ia 

berumur 9 tahun, sebagian berpendapat sampai 11 tahun. Kemudian 

madzhab Maliki berpendapat bahwa masa pengasuhan anak ialah anak laki-

laki sampai ia baligh atau ia mengalami ihtilam (mimpi basah) sedangkan 

anak perempuan sampai dengan umur menikah. Madzhab Syafi’i 

berpendapat jika tidak ada batasan dalam ḥaḍānah, anak tetap tinggal 

bersama ibunya sampai ia dapat membedakan mana yang baik dan buruk 

untuk dirinya sendiri dan sampai ia dapat memilih tinggal bersama ayah 

atau ibu nya. Sedangkan menurut madzhab Hambali berpendapat bahwa 

batas pemeliharaan anak baik laki-laki maupun perempuan ialah sampai ia 

berusia 7 tahun.37 

Dari perbedaan pendapat dari para ‘Ulama ’ diatas dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada keterangan dengan jelas terkait dengan batas masa 

pengasuhan anak, hanya saja dapat disimpulkan bahwa para ‘Ulama ’ 

sepakat bahwa batas masa pemeliharaan anak ialah sampai ia mumayyiz, 

                                                           
37 Achmad Muhajir, Hadhanah Dalam Islam, 170-171. 
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maka dari itu dari ketentuan undang-undang menyerahkan kepada 

keputusan hakim pengadilan. 

Kementrian Kehakiman berpendapat bahwa untuk menetapkan 

kepentingan ḥaḍānah, hakim haruslah mengutamakan kemaslahatan sang 

anak.38 Didalam Undang-Undang Mesir No.25 Tahun 1929 pasal 20 

menyatakan bahwa hakim berhak membenarkan perempuan yang 

mengasuh anak laki-laki hingga usia 7 sampai 9 tahun, dan anak perempuan 

hingga usia 9 sampai 11 tahun jika sang anak memang membutuhkan hal 

tersebut.39  

5. Pihak Yang Berhak Melakukan Ḥaḍānah  

Pengasuhan merupakan hak dasar dari seorang ibu, maka para ‘Ulama 

menyimpulkan bahwa kerabat ibu lebih didahulukan daripada kerabat ayah 

dalam hak ḥaḍānah. Urutan keluarga yang berhak atas ḥaḍānah anak yakni 

sebagai berikut :  

1. Ibu 

2. Ibunya ibu (nenek dari pihak ibu) dan seterusnya hingga keatas 

3. Ibunya ayah (nenek dari pihak ayah) 

4. Saudari perempuan kandung ibu  

5. Saudari perempuan ibu se-ibu  

                                                           
38 Anas Roniyadi, “Penetapan Hak Hadhanah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Yang 

Beda Agama (Studi Perkara Nomor : 1494/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg)”(Skripsi Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020). 
39 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Ibid. 150. 



36 
 

 

6. Saudari perempuan ibu se-ayah 

7. Anak perempuan dari saudari perempuan kandung 

8. Anak perempuan dari saudari perempuan se-ibu 

9. Bibi ibu kandung 

10. Bibi ibu dari pihak se-ibu 

11. Bibi ibu dari pihak bapak 

12. Anak perempuan dari saudari perempuan ibu yang se-ayah 

13. Anak perempuan dari saudara laki-laki kandung 

14. Anak perempuan dari saudara laki-laki se-ibu 

15. Anak perempuan dari saudara laki-laki se-ayah 

16. Bibi dari ayah kandung 

17. Bibi dari pihak ayah yang se-ibu 

18. Bibi dari pihak ayah yang se-ayah 

19. Bibi ibu dari pihak ibu 

20. Bibi ayah dari pihak ibu 

21. Bibi ibu dari pihak ayah 

22. Bibi ayah dari pihak ayah  

Jika anak tersebut tidak memiliki kerabat seperti yang sudah disebut 

diatas, atau terdapat kerabat tersebut diatas akan tetapi tidak layak atau 

tidak mampu untuk merawatnya, maka hak ḥaḍānah tersebut diberikan 

kepada kerabat laki-laki dari muhrimnya sesuai dengan orang yang berhak 

mendapatkan harta warisan, yang mana urutan tersebut yakni : 
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1. Ayah  

2. Ayah nya ayah (kakek dari ayah) dan seterusnya keatas 

3. Saudara ayah laki-laki yang kandung 

4. Saudara laki-laki ayah yang se-ayah 

5. Anak saudara ayah yang kandung 

6. Anak saudara ayah yang se-ayah 

7. Paman kandung ayah 

8. Paman kandung ayah yang se-ayah 

9. Paman kandung ayahnya  

10. Paman ayah nya yang se-ayah 

Selanjutnya, jika anak tersebut tidak memiliki kerabat dari laki-laki 

seperti tersebut diatas, maka pengadilan berhak untuk menetapkan siapa 

yang akan mengasuh dan merawat anak tersebut.40 

6. Sebab Gugurnya Ḥaḍānah  

Hak ḥaḍānah hanya diberikan kepada orang yang berhak dan 

memenuhi syarat untuk mengasuh anak. Pengasuhan dilarang bagi orang-

orang yang tidak memenuhi syarat. Terutama ibu yang memiliki hak utama 

dalam mengasuh anak haruslah memenuhi syarat-syarat dalam mengasuh 

anak. Adapun hak ḥaḍānah seorang ibu akan gugur jika :41 

                                                           
40 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, 142. 
41 Supardi Mursalin, “Hak Hadhanah Setelah Perceraian”, 63. 
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1. Ibu tersebut menikah dengan orang asing dan tidak memiliki hubungan 

darah atau pertalian keluarga dengan anak tersebut sehingga dikhawatirkan 

akan menyebabkan kemudharatan bagi sang anak, 

2. Ibu tersebut memiliki sifat dan perilaku yang buruk secara berlebihan dan 

terbuka, 

3. Ibu tersebut berpindah kedudukan atau pindah domisili agar sang ayah dari 

anak tersebut tidak bisa mengawasi, 

4. Sang ibu keluar agama (kafir/murtad), 

5. Sang ibu berlaku kasar, jahat, atau menganiaya sang anak.  

Kemudian, menurut ‘Ulama’ Malikiyyah, terdapat beberapa hal yang 

dapat menyebabkan gugurnya hak ḥaḍānah seorang ibu terhadap anak nya 

yakni :42 

1. Perginya hadhin ketempat yang jauh  

Jika sang ibu atau hadhin pergi ke tempat yang jauh yang berjarak 

setengah hari, sampai sang ayah dari anak tersebut tidak dapat mengawasi, 

maka hak ḥaḍānah nya gugur. Akan tetapi jika hadhin tersebut bukan ibu 

nya melainkan orang lain maka hak ḥaḍānah nya gugur hanya dengan 

berpindah tempat. ‘Ulama’ Syafi’iyyah berpendapat bahwa jika sang 

hadhin pergi ke tempat yang membahayakan atau pergi dengan niat untuk 

berpindah maka hak ḥaḍānah nya gugur. Kemudian ‘Ulama’ Hanabilah 

                                                           
42 Arifin, Siti, Faktor Fakor Gugurnya Hak Hadhanah Kepada Ibu, 83-84.  
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berpendapat bahwa jika hadhin pergi ketempat yang jauh dengan jarak 

yang memperbolehkan ia melakukan sholat qashar maka hak ḥaḍānah nya 

gugur. ‘Ulama’ Hanafiyah berpendapat jika seorang hadhinah yang 

berstatus janda pergi ketempat yang jauh sehingga ayahnya tidak dapat 

mengawasi anak tersebut maka hak ḥaḍānah nya gugur. 

2. Mengidap penyakit yang membahayakan 

Jika sang ibu atau hadhin menderita penyakit yang membahayakan 

seperti gila, kusta, dan lepra maka, hak ḥaḍānah nya gugur. Hal ini juga 

disetujui oleh ‘Ulama ’ Hanabilah. 

3. Seorang hadhin yang pengetahuan agamanya kurang atau fasik  

Hak ḥaḍānah seorang hadhin akan gugur apabila pengetahuan agama 

nya yang kurang atau bahkan fasik seperti dia tidak amanah. Hal tersebut 

dikhawatirkan akan menyebabkan kemudharatan bagi anak yang 

diasuhnya. 

4. Hadhin kawin dengan orang asing 

Apabila hadhin menikah dengan orang asing, maka hak ḥaḍānah nya 

gugur. Kecuali jika hadhinah menikah dengan paman dari anak tersebut 

maka hak ḥaḍānah nya tidak gugur karena sang paman merupakan mahram 

dari anak tersebut. Hal ini juga telah disepakati oleh para ‘Ulama ’.  
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B. Ḥaḍānah Dalam Perspektif Hukum Positif 

1. Ḥaḍānah dalam Undang-Undang Perkawinan 

Didalam undang-undang tidak dijelaskan secara rinci terkait dengan 

pemeliharaan anak atau ḥaḍānah sebagai akibat dari perceraian, akan 

tetapi undang-undang mengatur secara umum terkait dengan hak dan 

kewajiban orang tua terhadap anak nya. Dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat ketentuan-

ketentuan tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian, sebagai 

berikut : 

Pasal 41 akibat putusnya perkawinan karena perceraian :  

1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik 

anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana 

ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi 

keputusannya. 

2) Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 

pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan 

tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat 

menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;  

3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan 

biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi 

bekas isteri.43 

 

Pasal ini menjelaskan bahwa orang tua berkewajiban untuk 

memelihara dan mengasuh anak-anaknya sebaik mungkin. Dalam pasal 

tersebut lebih fokus terkait dengan aspek material yang mana ayah yang 

bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan sang anak.44  

                                                           
43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
44 Supardi Mursalin, Hak Hadhanah Setelah Perceraian, 67. 
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Selanjutnya dalam pasal 45 dan 49 diatur mengenai hak dan 

kewajiban antara anak dan orang tua sebagai berikut : 

Pasal 45 

1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka 

sebaik-baiknya. 

2)  Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku 

sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana 

berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. 

 

Pasal ini menjelaskan bahwa orang tua wajib memelihara, mendidik 

dan merawat anak nya dengan cara yang sebaik-baiknya sampai ia dapat 

memenuhi kebutuhannya sendiri dan meskipun perkawinan antara kedua 

orang tua tersebut sudah putus, kewajiban memelihara tetap menjadi 

kewajiban orang tua tersebut. 

 Pasal 49 

1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasannya terhadap 

seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan 

orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara 

kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan 

keputusan Pengadilan dalam hal-hal : 

a. la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;  

b. la berkelakuan buruk sekali. 

2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap 

berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak 

tersebut.45 

 

   Pasal ini menjelaskan bahwa hak asuh dari orang tua terhadap anaknya 

dapat dicabut jika memiliki kelakuan yang buruk atau melalaikan 

kewajibannya dalam memelihara anak. Akan tetapi meski hak asuh nya 

                                                           
45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
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dicabut orang tua tersebut tetap berkewajiban untuk memberikan biaya 

pemeliharaan kepada anak tersebut. 

2. Ḥaḍānah Dalam Kompilasi Hukum Islam 

Kompilasi Hukum Islam merupakan sebuah implementasi dari 

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 terkait dengan 

penyebaran KHI yang kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan 

Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan 

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 yang mana 

KHI sudah dijadikan pedoman dalam menyelesaikan berbagai masalah pada 

bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan diseluruh instansi 

Departemen Agama dan Instansi Pemerintah lainnya yang terkait dan juga 

bagi seluruh masyarakat yang membutuhkannya.46 

Ḥaḍānah sebagai salah satu dari akibat perceraian dibahas lebih lanjut 

didalam KHI. Adapun hal-hal yang diatur didalam KHI terkait masalah 

ḥaḍānah ialah sebagai berikut : 

1) Pengertian ḥaḍānah 

Pasal 1 (G) : Pemeliharaan atak atau hadhonah adalah kegiatan  

          mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga   

                     dewasa atau mampu berdiri sendiri.47 

 

 

 

                                                           
46 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Kementrian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan 

Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, (2018)  
47 Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam  
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2) Kewajiban orang tua dalam ḥaḍānah  

Pasal 77 (3) : Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan  

 memelihara anak-anak mereka, baik mengenai  

 pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan  

 pendidikan agamanya;48 

 

Pasal 80 (4) : sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : 

     a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; 

     b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya   

      pengobatan bagi isteri dan anak; 

     c. biaya pendididkan bagi anak.49 

 

Pasal 104 (1) : Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan  

   kepada ayahnya. Apabila ayah nya telah meninggal  

   dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang  

   yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya  

   atau walinya.50 

 

  Beberapa pasal diatas menjelaskan bahwa orang tua memiliki 

kewajiban dalam mengasuh anaknya. Kewajiban mengasuh anak 

tersebut merupakan kewajiban dalam segala aspek mengenai jasmani, 

rohani, maupun spiritualnya. Juga biaya pemeliharaan anak dibebankan 

kepada ayahnya. Kemudian jika ayahnya meniggal maka beban 

nafkahnya diberikan kepada walinya.  

3) Ḥaḍānah setelah perceraian  

 

Pasal 105 : Dalam hal terjadinya perceraian : 

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum 

berumur 12 tahun adalah hak ibunya; 

                                                           
48 Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam 
49 Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam 
50 Pasal 104 Kompilasi Hukum Islam 
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b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan 

kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya 

sebagai pemegang hak pemeliharaanya; 

c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah nya.51 

 

  Pasal ini menjelaskan terkait kewajiban orangtua setelah 

terjadinya perceraian. meskipun orangtua telah bercerai akan tetapi 

mereka tetap memiliki kewajiban dalam pemeliharaan anak. 

Pemeliharaan anak yang masih dibawah umur 12 tahun ialah milik 

ibunya, akan tetapi jika anak tersebut sudah lebih dari 12 tahun, maka ia 

berhak memilih akan tinggal dengan ayah atau ibunya. Terkait biaya 

pemeliharaan anak, ditanggung oleh ayahnya. 

4) Ḥaḍānah bagi anak yang belum mumayyiz dan sudah mumayyiz  

 

Pasal 156 : a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan  

 ḥaḍānah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah  

 meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan  

 oleh: 

1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; 

2. ayah; 

3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 

4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 

5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis  

 samping dari ayah nya 

b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk 

mendapatkan ḥaḍānah dari ayah atau ibunya; 

c. apabila pemegang ḥaḍānah ternyata tidak dapat 

menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, 

meskipun biaya nafkah dan ḥaḍānah telah dicukupi, 

maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan 

Pengadilan Agama dapat memindahkan hak ḥaḍānah 

                                                           
51 Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam 
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kepada kerabat lain yang mempunyai hak ḥaḍānah 

pula; 

d. semua biaya ḥaḍānah dan nafkah anak menjadi 

tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, 

sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa 

dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) 

e. bilamana terjadi perselisihan mengenai ḥaḍānah dan 

nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan 

putusannya berdasarkan huruf (a),(b), dan (d); 

f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan 

ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk 

pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak 

turut padanya.52 

 

  Sedangkan pasal ini menjelaskan tentang hak asuh anak yang 

sudah mumayyiz dan belum mumayyiz. Anak yang sudah mumayyiz 

dapat memilih akan diasuh oleh ayahnya atau ibunya. Jika anak belum 

mumayyiz yang diasuh oleh ibunya, kemudian sang ibu meninggal maka 

hak asuh tersebut dapat digantikan oleh kerabat ibu yang terdekat. Jika 

sang pemegang hak asuh anak melalaikan kewajibannya dalam 

mengasuh anak, atau terdapat perselisihan mengenai hak asuh anak 

maka Pengadilan Agama dapat memberikan putusannya terhadap hak 

asuh anak tersebut. Kemudian biaya pemeliharaan ditanggung oleh 

ayahnya sekurang-kurangnya sampa anak tersebut berumur 21 tahun. 

 

 

                                                           
52 Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam 



46 
 

 

C. Maṣlaḥah Al-Thufi  

1. Biografi Al- Thufi 

Al-Thufi memiliki nama lengkap yakni Abu Al-Rabi Sulaiman bin 

Abdul Qawi bin Abdul Karim bin Sa’id Ath Thufi. Dikenal juga dengan 

nama Ibnu Abi Al Abbas. Akan tetapi lebih sering dikenal dengan 

Najmuddin Al-Thufi. Al-Thufi lahir pada tahun 657 H (1259 M) di desa 

Thufi di daerah Sharshar Baghdad Irak dan wafat pada bulan Rajab tahun 

716 H.53 Najmuddin Al-Thufi merupakan seorang ilmuan yang sangat haus 

akan pengetahuan.54 Al-Thufi lahir setahun setelah terjadinya sebuah 

peristiwa bersejarah bagi kaum muslimin yakni serangan dari tentara 

Mongol yang dipimpin oleh Khulagu Khan yang menyebabkan jatuhnya 

kota Baghdad yang menjadi awal sebuah kehancuran bagi kaum muslimin 

yang mana jatuhnya kota Baghdad mengakibatkan politik dunia Islam 

hancur dan berantakan.55 

Al-Thufi hidup dalam masa kemunduran politik Islam yang mana 

pada masa tersebut para ‘Ulama ’ kurang berani dalam menggali hukum 

persoalan melalui salah satu dalil syara’, mereka merasa cukup dengan 

pendapat-pendapat yang ditinggalkan oleh Imam-imam mujtahid 

                                                           
53 Imam Fawaid, ‘Konsep Pemikiran Ath-Thufi Tentang Maslahah Sebagai Metode Istinbath Hukum 

Islam’, Jurnal Lisan Al-Hal, 8.2. 
54 Agus Hermanto, ‘Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-

Tûfi dan al-Ghazali)’, Al-’Adalah, 14.2 (2017), 433 https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2414. 
55 Imam Fawaid, Konsep Pemikiran Ath-Thufi, 290. 
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sebelumnya seperti Imam Hambali, Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Imam 

Ahmad untuk diikuti. 

Perjalanan keilmuannya dimulai pada tahun 691 H di Baghdad yang 

mana pada saat itu Baghdad merupakan ibukota Daulah Abbasiyah yang 

menjadi pusat peradaban dan ilmu pengetahuan. Berbagai keilmuan 

berhasil dikuasainya seperti Fikih, Ushul Fikih, Bahasa Arab, Ilmu 

Manthiq, Ilmu Kalam, Hadist, Tafsir, Sejarah, dan Ilmu Jadal (ilmu 

berdiskusi). Ilmu Manthiq dan Ilmu Jadal yang dikuasainya berpengaruh 

besar dalam pembentukan kepribadiannya seperti berani berbeda pendapat 

dan sangat bebas dalam berpikir. Ketika menimba Ilmu di Baghdad, Ia 

cenderung menekuni madhab Imam bin Hanbal.56 Akan tetapi 

pemikirannya tidak hanya merujuk kepada madhab Hanbali melainkan 

kepada beberapa madhab lain yakni Syi’ah, Murji’ah, dan Mu’tazilah hal 

tersebut juga yang menyebabkan Thufi dianggap memiliki pemikiran yang 

liberal.57  

Kemudian perjalanan keilmuannya berlanjut ke Syam (Suriah) pada 

tahun 704 H dan berguru pada beberapa ‘Ulama ’ diantaranya ia belajar 

Ilmu Hadist dari Rasyid bin Al Qasim, Ismail bin A-Tabbal dan Abdur 

                                                           
56 Lalu Supriadi Bin Mujib, ‘Analisis Pemikiran Sastra Najm Al-Din Al-Thufi Dalam Al-Iksir Fi `Ilmi 

Al-Tafsir’, Jurnal Ushuluddin, 26.1 (2018), 14 https://doi.org/10.24014/jush.v26i1.4070. 
57 Lukman Ferdian Syahroni, “Larangan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Sema Nomor 2 Tahun 

2023 Perspektif Maslahah At-Tufi Dan Hak Asasi Manusia”, Undegraduate Thesis Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (2023). 
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Rahman bin Sulaiman Al-Harani, kemudian belajar Bahasa Arab dari Ali 

bin Abdillah bin Muhammad Al-Mausuli dan Syekh Taqiyuddin az-

Zarzirati, belajar Ilmu Ushul Fikih dari Naṣr Al Faruqi, dan belajar Ilmu 

Fikih dari Syekh Zainudin Ali Muhammad as-Sarsari.  

Al-Thufi merupakan seorang intelektual yang jenius dan gemar 

membaca juga menulis karya ilmiah yang tergolong produktif. Banyaknya 

tempat yang ia singgahi dan juga belajar dari gurunya yang menjadikannya 

seorang yang berawawasan luas dan tidak hanya terpaku pada salah satu 

disiplin ilmu. Al-Thufi sangat menonjol dibidang Ushul fikih ketika ia 

membahas terkait kemaṣlaḥatan dalam karyanya Syarah al-Arbain an- 

Nawawiyah.58  

2. Teori Maṣlaḥah Al-Thufi 

Al-Thufi memiliki definisi terkait dengan maṣlaḥah. Kata maṣlaḥah 

menurut Al-Thufi secara bahasa berasal dari kata al-salāh yang artinya 

kebaikan, kebenaran dan sesuatu yang berada sesuai dengan kegunaannya 

atau dalam bentuk sempurna. Kemudian secara terminologi Al-Thufi 

mengartikan maṣlaḥah berdasarkan dua hal, yakni secara urf dan secara 

syar’i. Adapun maṣlaḥah secara urf ialah sesuatu yang dapat mendatangkan 

manfaat seperti berdagang yang mendatangkan keuntungan. Sedangkan 

maṣlaḥah menurut syar’i yakni segala sesuatu yang sesuai dengan maksud 

                                                           
58 Imam Fawaid, Konsep Pemikiran Ath-Thufi Tentang Mashlahah, 291.  
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pembuat hukum (syāri’) yang berupa ibadah atau adat maka dapat 

dinamakan dengan maṣlaḥah.59 Dari pengertian tersebut dapat ditarik 

kesimpulan Al-Thufi menjelaskan bahwa maslahat ada dua macam yakni 

maṣlaḥah yang ada dalam ibadah dan maṣlaḥah yang ada dalam muamalah. 

Maṣlaḥah yang berada dalam ibadah itu hanyalah Allah swt yang 

mengetahuinya sedangkan maṣlaḥah yang ada dalam muamalah dapat 

diketahui oleh manusia dengan akal budi yang dimiliki oleh manusia.60 

Al-Thufi merupakan orang yang pertama kali memunculkan teori 

kontradiksi antara maṣlaḥah dengan naṣ atau teks (Al-Qur’an dan hadist). 

hal ini dapat dilihat pada penjabarannya terkait maṣlaḥah pada hadist Nabi 

yang berbunyi : “Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār Fil Islam” dalam men-syarh kitab 

Arba’in an-Nawawiyyah karya Imam an-Nawawi ad-Dimasyqi. Menurut 

Al-Thufi, dalam kondisi ini kemaslahatan haruslah didahulukkan diatas naṣ 

(teks) yang mana dalam pandangannya, hadist diatas menuntut pemeliharaan 

maslahat dan penghilangan mafsadat dan hal tersebut berada pada lingkup 

muamalah dan adat istiadat bukan dalam lingkup ibadah.61 Tanpa 

memperdulikan kuat atau lemahnya sanad atau rangkaian periwayatan hadist 

tersebut, atau otentik atau tidaknya penisbatan kepada Nabi, Al-Thufi 

                                                           
59 Muhammad Roy Purwanto, Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik Terhadap Konsep Maslahah 

Najmuddin al-Thufi, (Yogyakarta: Kaukaba, 2014),74. 
60 Mohammad Faizin, ‘Rekonstruksi Pendapat Imam Syafi’i Tentang Masa Iddah Muthallaqah Yang 

Terputus Haidnya Sebelum Umur Monopous Perspektif Maslahat Najm Al-Din Al-Thufi’, 2 (2022). 
61 Sarifudin, ‘Hukum Islam Progresif: Tawaran Teori Maslahat At-Thufi sebagai Epistemologi untuk 

Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia’, Jurnal Wawasan Yuridika, 3.2 (2019), 135 

https://doi.org/10.25072/jwy.v3i2.269. 
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memandang bahwa hadist tersebut merupakan representasi yang valid dari 

tujuan Al Qur’an untuk melindungi kebaikan atau memelihara kemaslahatan 

manusia.62 

Pendapat Al-Thufi beranggapan bahwa maṣlaḥah merupakan prinsip 

hukum tertinggi yang mana maṣlaḥah memiliki prioritas tinggi 

dibandingkan dengan naṣ. Pendapat tersebut dilatarbelakangi oleh 

pemahamannya bahwa segala ajaran yang diturunkan Allah swt. dan sunnah 

Rasulullah saw merupakan hal yang didalamnya terdapat kemaslahatan bagi 

manusia. Sehingga didalam aspek persoalan kehidupan manusia 

kemaslahatan merupakan sebuah hal yang dijadikan pertimbangan.63 

Sehingga maṣlaḥah harus diberikan prioritas diatas naṣ. Sebagaimana 

pernyataan Al-Thufi :64 

  أنَيوجبَتقديمَرعايةَالمصلحةَعلىَالنصَوالإجماعَإذاَخالفاها

 Wajib mendahulukan ri’ayah maṣlaḥah jika keduanya berbeda dengan 

maṣlaḥah. 

 

Dalam hal tersebut diatas, maṣlaḥah harus didahulukan karena tujuan 

dari manusia itu sendiri ialah maṣlaḥah sehingga maṣlaḥah memiliki 

prioritas atau tempat tertinggi sebagai sumber hukum yang tinggi.  

                                                           
62 Abdallah M. Al-Husain Al-‘Amiri, Dekonstruksi Sumber Hukum Islam : Pemikiran Hukum Najm 

Ad-Din Thufi, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2004).  
63 Yuyun Tri Fatimah, Masa Tunggu Laki-Laki Pasca Perceraian Perspekif Maslahah Ath-Thufi. 

Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023 
64 Muhammad Yousri, Al Maslahah Fi Tasyri’ Al Islami, (Mesir : Dar Al Yasr 1954).74 (134) 
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اَبذلكَأقويَأدلةَالشرعَلأنَّلأقَأنَّالمصلحةَأقويَمنَالإجماع ويَمنَالأقويَأقويوأنه   

 Al-Thufi berpendapat bahwa maṣlaḥah lebih kuat dari daripada ijma’ 

dan lebih kuat daripada dalil dalil syara, karena yang terkuat dari yang kuat 

dihukumi yang paling kuat.65 

 

Al-Thufi berpendapat bahwa dalil yang bersumber dari Al Qur’an, 

hadist, dan ijma’ merupakan syariat yang tercipta dari penarikan 

kemanfaatan dan pencegahan kemudharatan dan menjadikannya termasuk 

kedalam kategori maṣlaḥah. 
Sehingga dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa maṣlaḥah 

menurut Al-Thufi yakni sesuatu yang tidak merugikan orang lain atau 

mudharat bagi apapun dan siapapun.66 Adapun pemikiran Al-Thufi terkait 

maṣlaḥah menuai kontroversi, karena mendahulukan maṣlaḥah 

dibandingkan dengan naṣ. Para ‘Ulama yang kontra terhadap maṣlaḥah 

Thufi diantaranya yakni Syekh Muhammad Zahid Al-Kautsari, Abu Zahrah, 

Abd al-Wahhab Khallaf, Muhammad Yusuf Musa, Ahmad Zaki Yamani,67 

Muhammad Said Ramdlan Al-Buthi, Ali Habunallah, Husain Hamid Hasan, 

Muhammad Salam Madzkur, dan Mustafa Ahmad Al-Zarqa.68 

                                                           
65 Yousri, Al Maslahah Fi Tasyri’ Al Islami,75 (135) 
66 Arifah Millati Agustina, Konsep Ri’ayah Al-Maslahah Najmuddin Al-Thufi Relevansi Dengan 

Konsep Reaktualisasi Hukum Islam”(Undergraduate Thesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang, 2010). 
67 A. Malthuf Siroj, “Kontroversi Mashlahah Perspektif Najm Al-Din Al-Thufi Al-Hanbali”, At-Turas, 

1.2 (2015).15-16. 
68 Muhammad Roy Purwanto, Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik Terhadap Konsep Maslahah 

Najmuddin al-Thufi (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), 105.  
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Adapun Al-Thufi memiliki dasar-dasar atau konsep teori dalam 

maṣlaḥah nya, yakni sebagai berikut :69 

a. Akal semata dapat menemukan dan membedakan antara kemaslahatan 

dan kemudharatan. 

فَ  َوالْم  َالْم ص ال ح  َبا  دْر اك  َالْع ق وْل  ل  دَ ا سْت قْلا  اس    

Al-Thufi berpendapat bahwa manusia memiliki akal yang dapat 

membedakan mana yang baik dan mana yang buruk (maṣlaḥah dan 

mafsadat), khusus nya dalam ranah muamalah dan adat. Thufi 

berpandangan bahwa kekuatan akal (nalar) tanpa berpijak pada petunjuk 

wahyu atau naṣ pun dapat menentukan mana yang baik dan mana yang 

buruk dimana hal tersebut bertentangan dengan mayoritas ‘Ulama yang 

mengakui bahwa maṣlaḥah haruslah berdasarkan atas naṣ atau ijma’. 

b. Maṣlaḥah merupakan dalil syara’ yang berdiri sendiri dan tidak 

bergantung pada naṣ 

رَْ ة َد ل يْل َش   صْل ح 
ع ن َالن ص وْصَ َع ي َم سْت ق لَ الم  

Bagi Al-Thufi, maṣlaḥah merupakan sebuah dalil syar’i yang 

mandiri dalam menetapkan hukum yang tidak bergantung pada naṣ dan 

begitupula sebaliknya. Menurutnya maṣlaḥah tidak membutuhkan dalil 

                                                           
69 Zulfa Hudiyani, “Kontribusi Maslahah Al-Thufi dalam Pembaharuan Hukum Islam di Era 

Kontemporer”, Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum, 1.2 (2019). 

http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/teraju 
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pendukung karena maṣlaḥah itu berdasarkan dengan pendapat nalar 

(akal) semata. 

c. Maṣlaḥah berlaku pada ruang lingkup muamalah dan adat tidak berlaku 

dalam ranah ibadah. 

َالعَ َمج  ال  ع عم ل ة َو 
َالم  صْل ح ة َه و 

َالم َبا  َد وْنضَالع ب اد اتَ الع م ل  ادات   

Dalam pandangannya, Al-Thufi menyatakan bahwa maṣlaḥah 

hanya berlaku dalam hal muamalah dan tidak masuk kedalam hal ibadah 

karena ibadah merupakan hak prerogatif Allah. Karenanya dalam hal 

ibadah, harus bergantung pada naṣ dan ijma’. Sementara dalam hal 

muamalah manusialah yang lebih mengetahui maṣlaḥah nya yang 

dimaksudkan untuk memberikan dan mendapatkan kemanfaatan dan 

kemaslahatan terhadap umat manusia. Adapun terkait dengan pembagian 

persoalan, Al-Thufi tidak menjelaskan secara rinci perkara mana saja 

yang termasuk kategori ibadah dan mana yang masuk dalam kategori 

muamalah, akan tetapi Muhammad Roy purwanto dalam bukunya yang 

membahas terkait maṣlaḥah Al-Thufi mereformulasi tentang kategori 

mumalah dan ibadah. Menurutnya, yang termasuk kedalam kategori 

ibadah ialah hal-hal yang berhubungan dengan dasar-dasar keimanan 

(rukun iman) dan dasar-dasar keislaman (rukun islam) dan juga hal-hal 

yang berhubungan dengannya, sedangkan persoalan selainnya termasuk 
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kedalam muamalah atau adat yang mana hak asuh anak termasuk 

kedalam hal muamalah.70 

d. Maṣlaḥah merupakan dalil syara’ yang paling kuat 

ة َا قْ و يَا د ل ة َالش رْع ي  صْل ح 
 الم

Menurut Al-Thufi, apabila naṣ dan ijma’ bertentangan dengan 

maṣlaḥah maka maṣlaḥah haruslah didahulukan. Akan tetapi bukan 

meninggalkan penggunaan naṣ, melainkan keutamaan maṣlaḥah diatas 

naṣ tersebut dilakukan dengan cara takhsis dan bayan. Dalam 

pandangannya ia menyatakan bahwa maṣlaḥah merupakan dalil terkuat, 

yang mana maṣlaḥah bukan hanya dalil ketika tidak ditemukan naṣ dan 

ijma’ akan tetapi, bila terjadi pertentangan naṣ dan ijma’ terhadap 

maṣlaḥah maka maṣlaḥah haruslah diutamakan.71 

 

 

 

 

 

                                                           
70 Purwanto, Dekonstruksi Teori Hukum Islam, 228-231 
71 Moh Mufid, ‘Representasi Kaum Liberalis Terhadap Pembentukan Hukum Islam’, Istinbath:Jurnal 

Hukum, 13 (2016). 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Putusan Perkara Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg 

Penggugat, tempat/tanggal lahir Malang, 18 Juni 1979, umur 43 tahun, 

agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman 

di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat. 

Melawan 

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan 

Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang yang dalam hal ini berdasarkan 

surat kuasa khusus yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang 

pada tanggal 02 Mei 2023 dengan nomor 1320/kuasa/5/2023/PA.Kab.Mlg 

memberikan kuasa kepada Khoirul Anwar, SH., MH advokat, beralamat di 

jalan Raden Prayitno RT.12 RW.02 Desa Kedungpedaringan Kepanjen 

Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 April 2023 

yang selanjutnya disebut sebagai tergugat.  

Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Kabupaten 

Malang tertanggal 26 April 2023 dan telah terdaftar pada kepaniteraan 

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor 

2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg yang didalamya berisi hal-hal sebagai berikut :72 

                                                           
72 Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg 
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Bahwa pada tanggal 1 Februari 2013 Penggugat dan Tergugat 

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dengan Kutipan Akta 

Nikah Nomor : 0099/059/II/2013. 

Setelah berlangsungnya pernikahan, Penggugat dan Teguggat tinggal 

bersama di rumah kontrakan di Kabupaten Malang selama satu tahun dan 

selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun 

sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang 

bernama Zaid 73 dan berumur 8 tahun. 

Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan 

rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2014 sering terjadi 

perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh beberapa hal 

antara lain :  

a. Tergugat sering tidak jujur dan tidak terbuka terkait masalah keuangan 

kepada Penggugat. 

b. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat 

karena Tergugat hanya memperhatikan dirinya sendiri tanpa 

memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya. 

c. Terjadinya perbedaan pola didik didalam mengasuh anak antara Penggugat 

dan Tergugat. 

                                                           
73 Nama ini merupakan nama samaran demi terjaganya rahasia data putusan terkait. 
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d. Tergugat menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain tanpa 

alasan yang kuat.  

Ketika terjadi perselisihan, Tergugat seringkali membentak dan 

mengucapkan kata yang menyakitkan hati, dan juga Tergugat seringkali berkata 

akan menceraikan Penggugat. 

Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan juni tahun 

2015 Penggugat dan Tergugat sama-sama meninggalkan rumah kontrakan. 

Penggugat pulang ke rumah orangtua penggugat yang beralamat di Kabupaten 

Malang dan Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat yang beralamat di 

Kabupaten Malang selama 8 tahun 10 bulan hingga sekarang, dan selama itu 

sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan 

Tergugat. 

Bahwa pengasuhan anak pasca perceraian seperti pada pasal 105 huruf 

(a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan pemeliharaan anak yang masih 

dibawah umur atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. 

Bahwa dari hal tersebut diatas, ada 1 (satu) anak hasil pernikahan antara 

Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur yakni Zaid yang berumur 

8 tahun 11 bulan yang masih memerlukan kasih sayang penggugat sebagai ibu 

kandungnya. Selain itu Penggugat selaku ibu kandungnya jika ingin bertemu 

dengan sang anak, Tergugat dengan keluarganya selalu menghalangi dan tidak 

memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melihat sang buah hati. 

Dengan dasar tersebut maka Penggugat menginginkan hak ḥaḍānah (hak 
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pengasuhan anak) jatuh dan dipegang oleh Penggugat agar penggugat dapat 

memastikan dengan baik bagaimana tumbuh kembang anak kandungnya.  

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan 

Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya 

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat 

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat 

3. Menetapkan hak pemeliharaan satu orang anak yang lahir dari pekawinan 

Penggugat dan Tergugat yang bernama Zaid, umur 8 Tahun diperlihara oleh 

Penggugat. 

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat 

5. Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya. 

Berdasarkan dalil-dalil dari Penggugat, Tergugat, Replik, dan Duplik 

yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling berkesesuaian telah 

ditemukan fakta hukum sebagai berikut : 

1. Tentang Gugatan Cerai  

a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang sah, 

menikah pada tanggal 13 Februari 2013 dan dikaruniai 1 orang anak 

yang berumur 8 tahun (22 Agustus 2014). 

b. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah sering 

terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. 
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c. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan 

Tergugat adalah cekcok mulut. 

d. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan 

Tergugat adalah karena : 

1) Antara Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak jujur dan tidak 

terbuka terkait masalah keuangan. 

2) Tergugat menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain 

tanpa alasan yang kuat. 

e. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak 

bulan Juni tahun 2015, Penggugat dan Tergugat sama-sama 

meninggalkan rumah kontrakan. Penggugat pulang kerumah orangtua 

Penggugat selama 8 tahun 10 bulan hingga sekarang. Selama itu 

Tergugat sudah tidak pernah memperdulikan Penggugat, dan tidak ada 

lagi hubungan baik lahir maupun batin. 

f. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik 

sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, tetapi tidak berhasil. 

2. Tentang Hak Asuh Anak  

a. Bahwa Penggugat ada indikasi telah selingkuh dengan laki-laki. 

b. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2023 anak Penggugat dan Tergugat telah 

berada dalam asuhan Tergugat. 
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c. Bahwa anak Penggugat mempunyai kebutuhan khusus yang sulit untuk 

berkomunikasi dan menyesuaikan diri kepada orang lain yang tidak 

dikenal, tempat, dan suasana baru. 

 Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai diatas, maka 

dalam perkara Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg Majelis Hakim mengadili 

sebagaimana berikut :  

Dalam Konpensi  

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi sebagian 

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Konpensi terhadap Penggugat 

Konpensi 

3. Menolak gugatan Penggugat tentang hak asuh anak (ḥaḍānah) 

Dalam Rekonpensi 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi 

2. Menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak asuh anak 

(ḥaḍānah) yang bernama Zaid, lahir tanggal 22 Agustus 2014/Umur 8 

Tahun 11 bulan dengan tetap memberi akses kepada Penggugat Rekonpensi 

untuk mencurahkan kasih sayang, menjenguk, mengajak, dan mendidik 

anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak. 

Dalam Konpensi dan Rekonpensi  

1. Membebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk 

membayar biaya perkara sejumlah Rp. 785.000,00 (tujuh ratus delapan 

puluh lima ribu rupiah). 
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Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 

Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1444 Hijriyah oleh kami Dra. 

Hj. Masrifah, MH., sebagai ketua Majelis Dra. Hj. Nur Ita Aini, SH., M.HES. 

dan Drs. H. Warnita Anwar, M.HES., masing-masing sebagai Hakim anggota, 

dan diucapkan oleh ketua Majelis dan Hakim-Hakim anggota tersebut dalam 

persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan 

dibantu oleh Hj. Mustiyah, SH., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh 

Penggugat serta Tergugat. 

B. Pertimbangan yang Digunakan oleh Hakim dalam Putusan Perkara 

Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg. 

Didalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta 

hukum berdasarkan dengan pemeriksaan pembuktian, dan dikuatkan dengan 

ketarangan para saksi bahwa Penggugat terindikasi telah berselingkuh dengan 

pria lain, dan juga sang anak telah berada dalam asuhan Tergugat sebagai ayah 

kandung dari sang anak sejak bulan Mei 2023, kemudian juga diketahui bahwa 

sang anak merupakan seorang anak yang memiliki kebutuhan khusus yang sulit 

untuk berkomunikasi dengan orang lain yang tidak dikenal dan sulit beradaptasi 

dengan tempat atau situasi baru. 

Menimbang dalam perkara ini, bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat 

yang bernama Zaid lahir tanggal 22 Agustus 2014/8 Tahun 11 bulan telah 

diasuh dan tinggal bersama Tergugat sedangkan Penggugat dan Tergugat telah 
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berpisah sebelum terjadinya perceraian karena Penggugat terindikasi 

berselingkuh. 

Sehingga dengan ditemukannya beberapa fakta yang tersebut diatas, 

maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa meskipun sang anak masih 

dibawah umur dan secara aturan masih hak ibunya, namun karena sang ibu 

(Penggugat) ada indikasi selingkuh yang berarti telah melakukan tindakan, 

perbuatan, dan moral yang kurang baik sementara sang ayah (Tergugat) yang 

sudah mengasuh dan memelihara sang anak dengan baik yang mana hal tersebut 

dikuatkan dengan keterangan dari para saksi baik saksi dari pihak Penggugat 

maupun Tergugat.  

Demi menunjang pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak secara 

psikis jelas sangat membutuhkan kedekatan emosional dengan sang ayah yang 

sudah terbiasa hidup bersamanya untuk identifikasi diri nya, yang mana hal 

tersebut merupakan hak yang sangat fundamental bagi anak tersebut, 

sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (12), Pasal 4, dan Pasal 

14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 

Majelis Hakim dalam putusan 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg juga 

berpendapat bahwa dalam hal pemeliharaan anak, yang harus dijadikan standar 

ialah bukan siapa yang berhak, akan tetapi mengutamakan “asas kemaslahatan 

anak” yakni siapa yang dapat memberikan kemaslahatan terbaik sang anak dan 

juga dalam pemberian hak asuh anak disamping mengacu kepada ketentuan 

yang bersifat normatif, juga harus memperhatikan aspek lain yang berkaitan 
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dengan orang yang mengasuh dan memelihara anak tersebut demi tercapainya 

kemaslahatan sang anak.  

Majelis Hakim juga berpendapat bahwa ada banyak aspek yang menjadi 

standar atau ukuran komprehensif dalam konteks hak asuh anak, akan tetapi ada 

tiga aspek yang sangat penting dan erat hubungannya dengan orang yang akan 

memelihara anak yakni aspek akhlak dan moral, aspek agama, dan aspek 

kesehatan. Aspek akhlak dan moral yang paling utama yakni apakah orang yang 

akan memelihara anak tersebut berakhlak terpuji atau tercela, karena jika orang 

yang akan memelihara anak tersebut berakhlak buruk maka akan membawa 

dampak yang buruk pada anak yang akan diasuhnya sehingga tidak layak untuk 

menjadi orang yang memelihara dan mengasuh anak tersebut. Kemudian aspek 

agama yang harus diperhatikan ialah orang yang akan memelihara anak tersebut 

agamanya baik, rusak atau bahkan pindah agama (murtad) karena jika 

agamanya rusak, maka akan merusak akidah dan agama anak tersebut 

dikemudian hari dan yang terakhir aspek kesehatan yang perlu diperhatikan 

adalah apakah orang tersebut sehat atau punya penyakit menular atau bahkan 

sakit ingatan. Karena hal-hal tersebut jika tidak diperhatikan maka akan sangat 

berpengaruh bagi kemaslahatan sang anak.  

Dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim yakni ayat Al-Qur’an 

surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi :  
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َق  وْلًاَس د يدًا74
و لْي  ق ولَ وا  َٱللّ َ 

مَْف  لْي  ت  ق وا  َع ل يْه 
اف وا  فًاَخ  ع َٰ مَْذ رّ ي ةًَض  لْف ه  َم نَْخ 

َٱل ذ ين َل وَْت  ر ك وا   و لْي خْش 

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang 

seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang 

mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah 

mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan 

yang benar. 

Kemudian selain menggunakan ayat diatas sebagai dasar hukum 

pertimbangannya Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 

2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg juga mempertimbangkan tujuan dalam hukum 

islam yakni dengan kalimat “mencapai maslahat dan menghilangkan 

mafsadat”. Kemudian selain itu juga Majelis Hakim mempertimbangkan 

bahwa nilai asasi dari hak asuh anak adalah “the best interest of the child” 

(untuk kepentingan anak) agar sang anak tersebut dapat tumbuh dan 

berkembang dengan baik. 

Majelis Hakim juga menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan Anak yang mana menegaskan bahwa prinsip-

prinsip yang harus ditegakkan dalam penyelenggaraan perlindungan anak ialah 

non diskriminaṣi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup, keberlangsungan 

hidup, perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak. Kemudian 

                                                           
74 Qs. An-Nisa : 9 
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juga pada pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak yang menggariskan bahwa anak berhak mendapatkan 

perlindungan dari perlakuan diskriminaṣi, eksploitasi, penelantaran, 

kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perilaku salah 

lainnya.  

Sehingga setelah dilakukan proses persidangan dan menilai semua fakta 

dan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara pada putusan Nomor 

2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg telah ditemukan indikasi adanya pelanggaran 

atau bertentangan dengan standar patokan nilai atau kaidah umum yang 

berkaitan dengan hak asuh anak yakni Penggugat atau sang ibu ada indikasi 

berselingkuh dengan laki-laki lain.  

Sehingga pada Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg 

kekhawatiran hakim terhadap sang anak ketika diasuh oleh sang ibu yang mana 

terindikasi bertentangan dengan standar patokan nilai dalam hak asuh anak 

lebih dijadikan pertimbangan daripada maṣlaḥah yang diperoleh anak tersebut 

ketika bersama ibunya. Karena ibu yang memiliki perilaku yang kurang baik 

diyakini akan membawa dampak buruk bagi keberlangsungan pertumbuhan 

sang anak. 

Dalam Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg tidak menjelaskan 

kemaslahatan apabila hak asuh sang anak jatuh kepada ibunya. Jika hak asuh 

anak tersebut diberikan kepada ibunya terdapat juga maslahat yang akan 

didapatkan oleh sang anak, yang mana ibunya lah yang telah mengandungnya 
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sehingga kedekatan emosional lebih lekat kepada ibunya, cara pengasuhan ibu 

pastilah berbeda dengan sang ayah sehingga sang anak dapat merasakan kasih 

sayang dan perhatian yang lebih sehingga pertumbuhan sang anak tidak 

terganggu. Sedangkan jika hak asuh anak diberikan kepada ayahnya, maka sang 

anak kehilangan sosok seorang ibu yang dapat merawat dan mengasihinya 

dengan baik sedari masih didalam kandungan, kemudian keterbatasan sang 

ayah dalam merawat anak karena harus membagi waktu dengan bekerja, dan 

juga  kurangnya pendidikan dan keterampilan yang biasanya diajarkan oleh ibu 

seperti membersihkan kamar, memasak, dan lain sebagainya. Akan tetapi 

karena sang anak sudah sejak kecil tinggal bersama ayahnya, dan juga ibunya 

sering menelantarkannya dan pulang larut malam, kemudian sang ibu juga 

dinilai memiliki moral yang kurang baik karena terindikasi selingkuh, sehingga 

sang anak memiliki kedekatan emosional yang lebih kepada ayahnya 

dibandingkan kepada ibunya, kemudian sang ayah yang telah merawatnya, 

mampu memenuhi segala kebutuhannya, dan juga memberikan pendididkan 

yang lebih baik menjadikan hal tersebut merupakan sebuah kemaslahatan bagi 

sang anak jika hak asuh nya diberikan kepada ayahnya. Sehingga jika dilihat 

dari aspek kemaslahatan, maka maslahat yang ada pada ayahnya lebih banyak 

dibandingkan jika hak asuh anak tersebut diberikan kepada ibunya. 
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C. Analisis Penetapan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayah Pasca 

Perceraian Pada Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg Perspektif 

Maṣlaḥah Al Thufi 

Dalam putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg Majelis Hakim 

menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Zaid yang 

berumur 8 tahun 11 bulan berada dibawah asuhan dan pemeliharaan atau 

ḥaḍānah anak tersebut diberikan kepada Tergugat atau sang ayah. Adapun 

faktanya telah ditemukan indikasi yang menunjukkan adanya pelanggaran atau 

bertentangan dengan standar patokan nilai atau kaidah umum dimana sang ibu 

dari anak tersebut memiliki moral yang kurang baik karena terindikasi 

selingkuh dengan pria lain, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan hal 

lain yakni dengan mengutamakan kepentingan kepentingan terbaik bagi anak 

atau kemaslahatan bagi anak tersebut. 

Pada dasarnya hak ḥaḍānah anak yang belum mumayyiz merupakan hak 

ibunya. Hal tersebut telah disebutkan dalam KHI Pasal 105 point a yang 

berbunyi “pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 

tahun adalah hak ibunya”75 dan juga para ‘Ulama ’ telah sepakat bahwa sang 

ibu yang berhak dalam mengasuh anak yang masih belum mumayyiz.76 

Sedangkan yang terjadi didalam Putusan Nomor 

                                                           
75 Nurhotia Harahap, ‘Perwalian Anak Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam’, Jurnal el-Qanuniy: 

Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial, 4.1 (2018), 116–29 https://doi.org/10.24952/el-

qonuniy.v4i1.1831. 
76Achmad Muhajir, Hadhanah Dalam Islam,170.  
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2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg Majelis Hakim menetapkan bahwa ayahnya lah 

yang berhak mengasuh sang anak yang masih dibawah umur. 

Majelis Hakim dalam Putusannya Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg 

menetapkan putusan bahwa hak ḥaḍānah sang anak dari Penggugat dan 

Tergugat diberikan kepada Tergugat (ayahnya) dengan pertimbangan bahwa 

hal tersebut demi kepentingan dan kemaslahatan sang anak dalam tumbuh 

kembangnya. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sang anak akan lebih 

baik jika bersama sang ayah karena sejak sebelum terjadi perceraian sang anak 

tersebut sudah tinggal bersama ayahnya dan juga karena sang ibu terindikasi 

memiliki moral yang kurang baik yakni terindikasi berselingkuh dengan pria 

lain, dan sering bepergian dengan pria selingkuhannya tersebut hingga malam 

hari sehingga sang anak terlantar.  

Sehingga dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 

2018/Pdt.G/PA.Kab.Mlg dan penetapan dalam putusannya yang menjatuhkan 

hak ḥaḍānah anak yang masih dibawah umur kepada ayah nya pasca 

perceraian, peneliti akan menganalisis apakah Putusan tersebut termasuk 

kedalam maṣlaḥah atau mafsadah dengan menggunakan teori maṣlaḥah Al-

Thufi. 

Pandangan Al-Thufi didasarkan pada hadist yang berbunyi Lā Ḍarar Wa 

Lā Ḍirār yang artinya tidak boleh merugikan orang lain dan tidak boleh 

membalas suatu kerugian dengan kerugian yang lain. Al-Thufi memandang 

hadist diatas sebagai representasi yang valid dari tujuan Al Qur’an untuk 
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melindungi kebaikan atau kemaslahatan manusia. Hal tersebut merupakan 

prinsip yang dibutuhkan oleh maṣlaḥah untuk memberikan kemudahan bagi 

orang lain yang mengalami kesulitan. Dalam peristiwa tertentu, naṣ dan ijma’ 

dapat diterapkan apabila sesuai dan dapat mencapai maṣlaḥah , akan tetapi jika 

dalam persoalan tertentu naṣ dan ijma’ bertolak belakang dengan maṣlaḥah 

maka wajib memprioritaskan kemaslahatan manusia diatas keduanya, melalui 

jalan taksis dan bayan terhadap naṣ.77 

Maṣlaḥah Al-Thufi menegaskan bahwa akal dapat membedakan mana 

hal yang baik dan mana hal yang buruk tanpa harus bergantung dengan naṣ. 

Maṣlaḥah merupakan dalil mandiri yang tidak bergantung pada naṣ, akan tetapi 

hanya bergantung pada akal. Tolok ukur maṣlaḥah Al-Thufi ialah berdasar 

sesuai perspektif manusia itu sendiri didalam hal muamalah. Maka apabila naṣ 

bertolak belakang dengan kemaslahatan manusia maka maṣlaḥah harus 

diberikan prioritas diatas naṣ. Dalam menentukan kemaslahatan Al-Thufi 

diketahuinya dengan cara alami yang diberikan oleh Tuhan seperti sifat-sifat 

alami, dari pengalaman hidup manusia, dan dengan tuntunan akal intelegensi 

nya sendiri. Sehingga hakim tertinggi dalam kemaslahatan terletak pada 

tuntunan akal terhadap kehidupan manusia bukan pada teks-teks keagamaan 

atau kesimpulan para ahli hukum. Sehingga dari teori maṣlaḥah Al-Thufi dapat 

dipahami bahwa kemaslahatan berdasarkan dengan perspektif manusia dapat 

                                                           
77 Abdallah Al-Amiri, Dekonstruksi Sumber Hukum Islam, hal.99  
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dijadikan dalil yang berdiri sendiri tanpa harus mendapat konfirmasi dari naṣ. 

Manusia memiliki kewenangan tertinggi dalam kemaslahatan dalam ruang 

lingkup muamalah dibandingkan dengan naṣ dan ijma’. Jika manusia 

menentukan kemaslahatan yang bertentangan dengan naṣ maka kemaslahatan 

harus lebih didahulukan.78 

Al-Thufi dalam maṣlaḥah nya, memiliki empat teori sebagai landasan 

maṣlaḥah nya, yakni79 

1. Akal semata dapat menemukan dan membedakan antara maṣlaḥah dan 

mafsadah.  

Berdasarkan prinsip maṣlaḥah nya yang pertama, maka akal akan 

dapat menentukan mana yang menjadi maṣlaḥah dan mana yang menjadi 

mudharat, sehingga dalam Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg 

yang menjatuhkan hak asuh anak dibawah umur kepada ayahnya 

merupakan suatu hal yang mendatangkan manfaat atau maṣlaḥah karena 

ayah nya yang dapat mengurus, merawat, dan memenuhi kebutuhannya 

dengan baik dikarenakan sang ibu yang memiliki moral yang kurang baik 

jika hak asuhnya di berikan kepada ibu nya dikhawatirkan akan 

memberikan danpak yang kurang baik juga kepada sang anak.  

 

                                                           
78 Abdallah Al-Amiri, Dekonstruksi Sumber Hukum Islam,42. 
79 Moh Mufid, ‘Representasi Kaum Liberalis Terhadap Pembentukan Hukum Islam, hal 
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2. Maṣlaḥah merupakan dalil syara’ yang mandiri, dan tidak bergantung pada 

naṣ.  

Dalam KHI tepatnya pada Pasal 105 huruf (a) dijelaskan bahwa hak 

asuh anak yang masih dibawah umur 12 tahun ialah hak ibu nya, juga ibu 

memiliki prioritas hak mengasuh terhadap anak berumur dibawah 12 tahun. 

Akan tetapi pada Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg 

menetapkan bahwa hak asuh anak yang masih dibawah umur yakni 8 tahun 

diberikan kepada ayahnya, sehingga hal tersebut berbalik arah dengan 

hukum normatif dalam KHI yang mengatur bahwa hak asuh anak dibawah 

umur ialah hak ibunya. Sehingga Majelis Hakim dalam memberikan hak 

asuh anak tersebut tidak hanya berpedoman kepada hukum normatif akan 

tetapi memperhatikan aspek lain dan juga mengutamakan kemaslahatan 

sang anak yang mana hal ini sesuai dengan prinsip maṣlaḥah Thufi yang 

mana maṣlaḥah tidak bergantung pada naṣ.  

3. Maṣlaḥah berlaku dalam ruang lingkup muamalah dan adat kebiasaan. 

Al-Thufi tidak menjelaskan secara rinci mana yang termasuk 

kedalam hal ibadah dan muamalah. Akan tetapi Muhammad Roy Purwanto 

dalam bukunya yang membahas terkait maṣlaḥah Al-Thufi 

mereformulasikan mana hal-hal yang termasuk kedalam ibadah dan 

muamalah. Adapun yang termasuk kedalam ibadah ialah hal-hal yang 

berhubungan dengan rukun iman dan rukun islam beserta ritual lainnya 

yang berhubungan dengan keduanya. Sedangkan yang termasuk kedalam 



72 
 

 

golongan muamalah ialah persoalan yang selain berhubungan dengan 

rukun iman dan rukun islam 80 sehingga dalam hal ini, ḥaḍānah termasuk 

kedalam kategori muamalah karena berhubungan antara sesama makhluk 

dan juga terbuka didalamnya pintu ijtihad melalui konsep maṣlaḥah .81  

4. Maṣlaḥah merupakan dalil syara’ yang paling kuat. 

Dalam Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg Majelis 

Hakim dalam pertimbangannya menggunakan kalimat “mencapai maslahat 

dan menghilangkan mafsadat” dan juga kalimat “the best interest of the 

child” yang berarti mengutamakan kepentingan anak sehingga hak asuh 

anak yang masih dibawah umur diberikan kepada ayahnya, dalam hal 

pemberian hak asuh anak tersebut sesuai dengan prinsip Al-Thufi yang 

mana maṣlaḥah merupakan dalil syara’ yang paling kuat.  

   Kemudian, selain daripada pertimbangan hakim yang menimbulkan 

sebuah kemaslahatan, terdapat juga kemaslahatan dan kemudharatan jika hak 

asuh anak diberikan kepada ibunya. Kemudharatan terhadap sang anak jika hak 

asuhnya diberikan kepada ayahnya, seperti yang sudah di uraikan pada point 

sebelumnya, sang anak kehilangan sosok seorang ibu yang dapat merawat dan 

mengasihinya dengan baik sedari masih didalam kandungan, kemudian 

keterbatasan sang ayah dalam merawat anak karena harus membagi waktu 

dengan bekerja, dan juga kurangnya pendidikan dan keterampilan yang 

                                                           
80 Purwanto, Dekonstruksi Teori Hukum Islam,230-231. 
81 Purwanto, Dekonstruksi Teori Hukum Islam.230. 
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biasanya diajarkan oleh ibu seperti membersihkan kamar, memasak, dan lain 

sebagainya, akan tetapi setelah melihat maslahat dan mudharat yang akan 

didapatkan sang anak jika diasuh oleh ayah atau ibunya, maka putusan hakim 

dalam Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg sudah sesuai karena 

maslahat yang didapat oleh sang anak akan lebih banyak jika diberikan kepada 

sang ayah. sehingga hal tersebut sesuai dengan prinsip maslahah Al-Thufi yang 

ke empat yakni maslahah merupakan dalil syara’ yang paling kuat. 

Dalam semua pertimbangan yang telah dijabarkan dalam Putusan Nomor 

2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg jika dilihat menggunakan teori maṣlaḥah Al-

Thufi yang mengutamakan akal sebagai landasan teori kemaslahatannya, 

memberikan maṣlaḥah atau mencapai kemaslahatan karena sang ibu yang 

memiliki moral yang kurang baik akan berdampak buruk kepada anak tersebut 

jika diasuh oleh ibunya. Sebaliknya sang ayah yang telah tinggal bersama sang 

anak dan mampu mengasuh anak tersebut dengan baik dan benar akan 

memberikan dampak positif bagi pertumbuhan anak tersebut. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah diteliti dan 

dipaparkan pada bab sebelumnya, maka telah didapatkan jawaban untuk 

menjawab rumusan masalah yang dapat disimpulkan sebagai berikut: 

Pada Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg menetapkan 

bahwa hak asuh anak yang masih dibawah umur diberikan kepada ayahnya, 

dalam hal ini menurut kacamata maṣlaḥah Al-Thufi dengan diberikannya 

hak asuh anak tersebut kepada ayahnya membawa kepada kemaslahatan 

meskipun tidak sesuai dengan hukum normatif yang ada, akan tetapi 

kemaslahatan anak haruslah didahulukan. Selain itu jika dibandingkan 

antara kemaslahatan yang akan didapat sang anak jika diasuh oleh ibunya 

dan kemaslahatan jika diasuh oleh ayahnya maka, kemaslahatan yang lebih 

banyak didapatkan oleh sang anak jika diasuh oleh ayahnya, yang mana hal 

tersebut sesuai dengan prinsip maslahah Al-Thufi yang ke empat yakni 

maslahah merupakan dalil syara’ yang paling kuat.  

Sehingga dengan dijatuhkannya hak asuh anak dibawah umur kepada 

ayahnya akan membawa dampak positif bagi sang anak karena telah tinggal 

bersama sang ayah, dan juga sang ibu yang memiliki moral yang kurang 

baik dikhawatirkan akan memberikan dampak yang kurang baik juga 

terhadap anaknya jika hak asuhnya diberikan kepada ibunya.  
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B. SARAN 

1. Kepada peneliti selanjutnya agar mengembangkan penelitian terkait 

aspek psikologi anak yang menjadi dampak atas perceraian kedua 

orangtuanya. 

2. Penelitian ini dapat menjadi referensi dan bahan kajian untuk penelitian 

selanjutnya yang berkaitan dengan hak asuh anak.  
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